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KATA PENGANTAR 
 

 

 

Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah 

memasuki tahapan IV atau terakhir dari RPJPD 2008-2025 

yaitu diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan 

secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan 

pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh 

berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang 

didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan 

berdaya saing. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga 

telah menyusun RPJMD periode tahun 2019-2023 selanjutnya sesuai amanat 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, Dinas Kesehatan telah 

menyusun Rencana Strategis atau Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2019-2023.  

Renstra Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan 

memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas 

Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2019 sampai dengan 2023.  

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan mengacu kepada visi RPJMD Provinsi NTB 

2019-2023 dengan visi Membangun NTB Gemilang dan misi ketiga yaitu NTB 

Sehat dan Cerdas melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai 

pondasi daya saing daerah serta misi kelima NTB Sejahtera dan Mandiri melalui 

penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi 

inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi. Juga 

memperhatikan Rencana Aksi Daerah/RAD SDGs, Renstra Kementerian 

Kesehatan RI serta dokumen terkait lainnya dengan penekanan pada pencapaian 

program prioritas daerah termasuk program unggulan daerah yaitu Revitalisasi 

Posyandu dan Pencegahan dan Penanganan Stunting, serta prioritas nasional 

termasuk Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. 

Permasalahan pembangunan kesehatan saat ini semakin kompleks dan bahkan 

terkadang tidak terduga sehingga tantangan pembangunan kesehatan pun semakin 

berat. Oleh karena itu pembangunan kesehatan harus dilaksanakan dengan 

memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit menular dan 

tidak menular, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta globalisasi dengan semangat kemitraan, kerja sama lintas sektoral 

serta terus mendorong peran serta aktif seluruh komponen masyarakat.  

Kami berharap dokumen Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun        

2019-2023 dapat dimanfaatkan oleh semua pihak penggerak pembangunan 

kesehatan sebagai rujukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

kesehatan di Provinsi NTB. Semoga segala upaya kita dicatat sebagai amal ibadah. 

Aamiin 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan kesehatan adalah suatu upaya yang dilaksanakan oleh semua 

komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan 

sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.  

Pembangunan kesehatan dilaksanakan memperhatikan dinamika 

kependudukan, epidemiologi penyakit menular dan penyakit tidak menular, 

perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan IPTEK, serta globalisasi dan 

demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral serta 

dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Kelangsungan pembangunan 

yang berkesinambungan membutuhkan sistem dan mekanisme perencanaan, 

pelaksanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, serasi, selaras dan seimbang 

antara sektoral, regional dan daerah, antar berbagai kegiatan pemerintah dan 

kegiatan masyarakat yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan 

masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan.  

Sesuai Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

Nomor 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu 

kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana 

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang 

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat 

dan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daearah (RPJMD) Provinsi 

Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2019. RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023 

mengusung Visi “Membangun NTB yang Gemilang” dengan 6 (enam) misi 

pembangunan yaitu NTB Tangguh dan Mantap, NTB Bersih dan Melayani, NTB 

Sehat dan Cerdas, NTB Asri dan Lestari, NTB Sejahtera dan Mandiri, serta NTB 

Aman dan Berkah. Pembangunan kesehatan menjadi bagian integral dari 

pembangunan daerah yang tertuang dalam Visi dan Misi pemerintah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat tersebut.   

Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah dalam urusan pelayanan dasar 

bidang kesehatan mimiliki peranan strategis dalam pembangunan kesehatan untuk 

mewujudukan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi NTB, khususnya misi ketiga 

“NTB Sehat dan Cerdas” dan misi kelima “NTB Sejahtera dan Mandiri”. Dinas 

Kesehatan berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan langkah langkah strategi 

dan kebijakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan status gizi 

masyarakat, serta peningkatan cakupan jaminan kesehatan dan askes terhadap 

sanitasi layak. Penjabaran dari visi dan misi RPJMD Provinsi dalam hal 
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pembangunan kesehatan tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Kesehatan.  

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, 

Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. 

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan disusun dengan mengacu dan memedomani 

RPJMD Provinsi Tahun 2019 – 2023. Renstra Dinas Kesehatan berfungsi sebagai 

dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat sasaran, strategi, dan 

kebijakan indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas 

Kesehatan dengan mendorong peran aktif seluruh komponen masyarakat dalam 

pembangunan kesehatan di NTB selama 5 tahun kedepan.  

Pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2019 – 2023 telah 

berlangsung hampir dua tahun. Pembangunan kesehatan mengalami dinamika baik 

dari segi perubahan regulasi terbitnya Permendagri No 90 tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah dan Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023, maupun 

munculnya pandemi COVID-19 yang memiliki dampak langsung dan tidak 

langsung terhadap derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan 

perubahan dan penyesuaian Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2019 - 2020 untuk 

merumuskan kembali langkah – langkah strategis yang lebih efektif dan efisien bagi 

pemecahan masalah kesehatan di provinsi NTB.  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Pasal 264 ayat 5) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,  

Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Renstra Perangkat 

Daerah serta Tatacara Perubahan Renstra Perangkat Daerah (Pasal 359), 

mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap 

dokumen Renstra sebagai upaya untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai 

perubahan  situasi dan kondisi yang terjadi.   

 

1.2. Landasan Hukum 

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 

2019-2023 berlandaskan pada perundangan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (SJSN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan 

Minimal;  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4815); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020; 

12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustutamaan Gender 

Dalam Pembangunan Nasional; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan 

keuangan daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentanng 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan 

Nasional; 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 

Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 

18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024; 

19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 

2014 Nomor 1); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS; 

21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2011 

tentang Peningkatan dan Perlindungan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Balita;  

22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 

Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 

2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Nomor 114); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023; 

24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Penanggulangan Penyakit Menular; 

25. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Nomor 39 Tahun 2014 tentang Panduan 

Teknis Pengarustamaan Gender di Provinsi NTB; 
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26. Peraturan Gubernur NTB Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi 

NTB (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor);  

27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2018 Tentang 

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit 

Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 29); 

28. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 42 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 Penanggulangan 

dan Penanganan COVID-19. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.3.1 Maksud 

Maksud penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah untuk menyediakan pedoman  

dalam pelaksanaan tugas pokok funggsi Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah 

pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan tujuan 

pembangunan kesehatan yang mendukung visi dan misi pembangunan daerah 

Tahun 2019 – 2020 serta menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan 

sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah 

maupun antar pusat dan daerah.  

 

1.3.2 Tujuan 

 Adapun tujuan penyusunan Perubahan Dokumen Renstra Dinas 

Kesehatan Provinsi NTB tahun 2019-2023 adalah: 

1. Menetapkan, tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan kesehatan jangka menengah serta indikator kinerja 

pembangunan kesehatan daerah sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi 

daerah; 

2. Menetapkan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dan 

perencanaan penganggaran; 

3. Menetapkan acuan/pedoman bagi penyusunan Renstra Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota se-NTB; 

4. Menjamin terwujudnya keterpaduan antara perencanaan pembangunan 

provinsi dengan perencanaan pembangunan nasional antara provinsi dengan 

kabupaten/kota serta antar provinsi yang berbatasan. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTB 

Tahun 2019-2023 mengacu kepada Permendagri No. 86 Tahun 2017, dengan 

sistematika sebagai berikut: 

• BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta 

Sistematika Penulisan. 

 

• BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN 

Menguraikan:  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, 

Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, 

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah. 

 

• BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN 

Menguraikan: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah 

dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis 

 

• BAB IV TUJUAN DAN SASARAN  

Menguraikan: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, 

Hubungan Tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan tujuan dan sasaran 

RPJMD 

 

• BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  

Menguraikan: Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah. 

 

• BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 

Menguraikan: Program prioritas mengacu Permendagri Nomor 90 tahun 

2019 sesuai urusan beserta target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam 

pencapaian visi dan misi serta indikator kinerja 

 

• BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Menguraikan indikator kinerja pembangunan kesehatan beserta target 

capaian indikator kinerja per tahun sebagai komitmen untuk mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 

 

• BAB VIII PENUTUP  
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BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN 

 

 

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan 

Dinas Kesehatan Provinsi NTB merupakan salah satu Dinas Daerah 

dengan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 

2016. Selanjutnya tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi 

NTB dijabarkan dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 44 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas 

Daerah Provinsi NTB.  

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi 

kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada 

Daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Kesehatan 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:  

a) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  

b) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  

c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;  

d) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  

e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan 

tugas dan fungsinya. 

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah unit pelaksana tugas teknis 

dan pelaksana tugas penunjang pada Dinas Daerah yang pembentukan dan 

kedudukannya di atur dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018.  

UPTD mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau 

kegiatan teknis penunjang tertentu yang secara langsung berhubungan dengan 

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan perlindungan 

terhadap kebutuhan masyarakat sesuai dengan bidang teknisnya. Dalam 

melaksanakan tugas, UPTD menyelenggarakan fungsi yaitu: 

a. Pelaksanaan operasional pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta 

memastikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat kepada masyarakat 

sesuai dengan bidang tugasnya; 

b. Pelaksanaan operasional tugas-tugas teknis Dinas dan Badan sesuai dengan 

bidangnya; dan 

c. Pelaksanaan pelayanan administratif ketatausahaan pada UPTD. 

UPTD yang dibentuk pada Dinas Kesehatan merupakan UPTD dengan 

Klasifikasi A yaitu terdiri dari: 
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1) Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis 

2) Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat 

3) Balai Pelatihan Kesehatan 

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018, Akademi Perawat 

Provinsi NTB tidak lagi menjadi UPTD Dinas Kesehatan, namun keberadaanya 

masih tetap dipertahankan hingga tahun 2020 untuk menyelesaikan siswa yang 

masih menempuh studi. 

Adapun tugas dan fungsi Kepala Dinas Kesehatan beserta pejabat esselon 

2 lingkup Dinas Kesehatan diuraikan sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas  

Rincian Tugas Kepala Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut: 

a. Merumuskan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan 

kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian 

penyakit dan penyehatan lingkungan, sumber daya kesehatan serta 

kesekretariatan;  

b. Merumuskan kebijakan pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah 

provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota;  

c. Merumuskan kebijakan Pengelolaan UKM Daerah provinsi dan rujukan 

tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota;  

d. Merumuskan kebijakan penerbitan rekomendasi izin rumah sakit kelas B dan 

fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah provinsi;  

e. Merumuskan kebijakan perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan 

untuk UKM dan UKP Daerah provinsi;  

f. Merumuskan kebijakan rekomendasi penerbitan pengakuan pedagang besar 

farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK) serta 

penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT);  

g. Merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui 

tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan 

dunia usaha tingkat provinsi;  

h. Merumuskan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Dinas;  

i. Merumuskan bahan fasilitasi kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 

(DIPA APBN);  

j. Merumuskan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; 

k. Merumuskan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD 

dan laporan kegiatan Dinas;  

l. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;  

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsi. 
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Rincian Fungsi Kepala Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut: 

a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Kesehatan;  

b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Kesehatan;  

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kesehatan;  

d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Kesehatan; dan  

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang 

tugas. 

 

2. Sekretaris 

Rincian tugas Sekretaris Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan 

kegiatan Program, Keuangan dan Umum;  

b. Menyusun bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan kerjasama di bidang 

kesehatan, kehumasan, PPID, analisis pembiayaan kesehatan, administrasi 

keuangan, asset, tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, administrasi 

tatausaha, kepegawaian, perpustakaan, hukum dan organisasi, 

perlengkapandan rumahtangga Dinas;  

c. Menyusun bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan 

Dinas;  

d. Menyusun bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD 

dan laporan kegiatan Dinas;  

e. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan 

RKA/DPA kegiatan Kesekretariatan;  

f. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, 

usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Kesekretariatan;  

g. Menyusun bahan fasilitasi kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 

(DIPA APBN);  

h. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;  

i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;  

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsi 

 

Rincian Fungsi Sekretaris Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut: 

a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Kesekretariatan;  

b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Kesekretariatan;  

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kesekretariatan;  

d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Kesekretariatan; dan  

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang 

tugas. 
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3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 

Rincian Tugas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat adalah sebagai 

berikut: 

a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan 

kegiatanKesehatan Keluarga, Gizi Masyarakat dan Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat;  

b. Menyusun bahan kebijakan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 

melalui tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat 

dan dunia usaha tingkat provinsi;  

c. Menyusun bahan dan melaksanakan kegiatanpeningkatan kesehatan ibu hamil, 

ibu bersalin, ibu nifas dan ibu menyusui, bayi baru lahir, anak balita, anak 

sekolah, kesehatan remaja dan reproduksi, Keluarga Berencana, kesehatan 

lanjut usia dan pengarusutamaan gender di bidang kesehatan,peningkatan 

mutu dan kecukupan gizi, konsumsi gizi, peningkatan kewaspadaan 

gizi/surveilans gizi dan penanggulangan masalah gizi,pengembangan media 

promosi kesehatan, pembinaan dan pengembangan perilaku hidup bersih dan 

sehat (PHBS), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), upaya kesehatan 

bersumberdaya masyarakat, pemberdayaan kelompok masyarakat, upaya 

kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;  

d. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan 

RKA/DPA kegiatanbidang Kesehatan Masyarakat;  

e. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, 

usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan bidang Kesehatan 

Masyarakat;  

f. Menyusun bahan fasilitasi kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 

(DIPA APBN);  

g. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;  

h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;  

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsi. 

 

Rincian Fungsi Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat adalah sebagai 

berikut: 

a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Kesehatan Masyarakat;  

b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Kesehatan Masyarakat;  

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kesehatan Masyarakat;  

d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Kesehatan Masyarakat; dan  

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang 

tugas. 
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4. Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan 

Tugas Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan 

Lingkungan dapat dirinci sebagai berikut: 

a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan 

kegiatan Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Bencana, 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan;  

b. Menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan surveilans epidemiologi dan 

KLB, penyakit infeksi emerging, imunisasi termasuk pengelolaan cold chain, 

kesehatan bencana/penanggulangan KLB, surveilans pasca haji dan gangguan 

kecelakaan, penyakit menular langsung, penyakit tular vektor dan zoonosis, 

penyakit tidak menular, pembinaan kesehatan haji, kesehatan jiwa dan 

dampak buruk penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya 

(NAPZA), pengawasan sanitasi dasar, sanitasi tempat-tempat umum, sanitasi 

tempat pengolahan makanan, penyehatan kualitas air, hygiene sanitasi pangan, 

pengendalian dampak kesehatan akibat limbah domestik dan fasilitas 

pelayanan kesehatan serta pengembangan kawasan sehat;  

c. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan 

RKA/DPA kegiatan bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan 

Lingkungan;  

d. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LPKJ, 

usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan bidang Pencegahan, 

Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan;  

e. Menyusun bahan fasilitasi kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 

(DIPA APBN);  

f. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;  

g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;  

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsi. 

 

Fungsi dari Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan 

Kesehatan Lingkungan dapat dirinci sebagai berikut: 

a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit 

dan Kesehatan Lingkungan;  

b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit 

dan Kesehatan Lingkungan;  

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pencegahan, Pengendalian 

Penyakit dan Kesehatan Lingkungan;  

d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit 

dan Kesehatan Lingkungan; dan  
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e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang 

tugas. 

 

5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 

Tugas dari Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan 

kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional, Pelayanan 

Kesehatan Rujukan, Akreditasi dan Jaminan Kesehatan;  

b. Menyusun bahan kebijakan pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah 

provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota;  

c. Menyusun bahan kebijakan pengelolaan UKM Daerah provinsi dan rujukan 

tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota;  

d. Menyusun bahan kebijakan penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas 

pelayanan kesehatan tingkat Daerah provinsi;  

e. Menyusun bahan kebijakan, perencanaan program kegiatan pemenuhan 

standar pelayanan, penyiapan sarana prasarana, registrasi dan kategori fasilitas 

kesehatan tingkat pertama, pembinaan dan pengawasan penyehat tradisional 

(ramuan dan keterampilan), kelompok asuhan mandiri serta program-

program lain yang terkait dengan pelayanan kesehatan primer dan kesehatan 

tradisional, penyiapan sarana prasarana, tenaga, perizinan, rekomendasi, 

registrasi dan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat lanjut dan fasilitas 

kesehatan lainnya strata Utama dan Madya, serta program-program lain yang 

terkait dengan sistem pelayanan kesehatan rujukan, kegiatan pendukung 

akreditasi fasilitas kesehatan Primer, akreditasi fasilitas kesehatan tingkat 

lanjut dan fasilitas kesehatan lainnya serta Jaminan Kesehatan; 

f. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan 

RKA/DPA kegiatan bidang Pelayanan Kesehatan;  

g. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, 

usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan bidang Pelayanan 

Kesehatan;  

h. Menyusun bahan fasilitasi kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 

(DIPA APBN);  

i. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan dan evaluasi;  

j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;  

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsi. 

 

Fungsi dari Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut: 

a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pelayanan Kesehatan;  

b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pelayanan Kesehatan;  



 

22 
 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pelayanan Kesehatan;  

d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pelayanan Kesehatan; dan  

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang 

tugas. 

 

6. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan 

Fungsi dari Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan 

kegiatan Kefarmasian, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan, Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kesehatan, Data, Informasi, Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan;  

b. Menyusun bahan kebijakan perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan 

untuk UKM dan UKP Daerah provinsi;  

c. Menyusun bahan kebijakan penerbitan pengakuan pedagang besar farmassi 

(PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK);  

d. Menyusun bahan kebijakan penerbitan izin usaha kecil obat tradisional 

(UKOT);  

e. Menyusun bahan kebijakan, perencanaan program kegiatan produksi dan 

distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah 

tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, 

tata kelola obat publik dan pelayanan kefarmasian serta pembinaan Pangan 

Industri Rumah Tangga (PIRT), perencanaan dan pendayagunaan SDM 

kesehatan, pendidikan SDM kesehatan, pelatihan SDM kesehatan dan 

peningkatan mutu SDM kesehatan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

penyajian data, pengembangan aplikasi data elektronik, penyusunan profil 

kesehatan, pengelolaan website dan jaringan internet, serta pengembangan 

litbang kesehatan skala provinsi;  

f. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan 

RKA/DPA kegiatan bidang Sumber Daya Kesehatan;  

g. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, 

usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan bidang Sumber Daya 

Kesehatan;  

h. Menyusun bahan fasilitasi kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 

(DIPA APBN);  

i. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;  

j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;  

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsi. 

 

Fungsi dari Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan adalah sebagai berikut: 

a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Sumber Daya Kesehatan;  
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b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Sumber Daya Kesehatan;  

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Sumber Daya Kesehatan;  

d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Sumber Daya Kesehatan; dan  

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang 

tugas. 

 

7. Kepala Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi 

Tugas dari Kepala Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi adalah 

sebagai berikut: 

a. Menyusun, melaksanakan petunjuk teknis kegiatan pelayanan laboratorium 

kesehatan pengujian, kalibrasi dan penunjang medik; 

b. Menyusun rencana kerja dan program tahunan pelayanan laboratorium 

kesehatan pengujian, kalibrasi dan penunjang medik; 

c. Bertanggungjawab terhadap peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan 

pengujian, kalibrasi dan penunjang medik masyarakat melalui pelayanan, 

pendidikan dan penelitian; 

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan laboratorium 

kesehatan pengujian, kalibrasi dan penunjang medik 

e. Memberi saran pemikiran sebagai dasar kebijakan pemerintah dalam 

menunjukkan tingkat pelayanan laboratorium kesehatan pengujian, kalibrasi 

dan penunjang medik; 

f. Meningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

pelayanan laboratorium kesehatan pengujian, kalibrasi dan penunjang medik; 

g. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Fungsi dari Kepala Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi 

adalah sebagai berikut: 

a. Penyusunan pelaksanaan petunjuk teknis kegiatan pelayanan laboratorium 

kesehatan pengujian, kalibrasi dan penunjang medik; 

b. Penyusunan rencana kerja dan program tahunan pelayanan laboratorium 

kesehatan pengujian, kalibrasi dan penunjang medik; 

c. Penanggungjawab terhadap peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan 

pengujian, kalibrasi dan penunjang medik an, pendidikan dan penelitian; 

d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan laboratorium 

kesehatan pengujian, kalibrasi dan penunjang medik 

e. Pemberi saran pemikiran sebagai dasar kebijakan pemerintah dalam 

menunjukkan tingkat kebutaan dan mobilitas pelayanan laboratorium 

kesehatan pengujian, kalibrasi dan penunjang medik 

f. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

pelayanan laboratorium kesehatan pengujian, kalibrasi dan penunjang medik 

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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8. Kepala Rumah Sakit Mata Mataram 

Tugas Kepala Rumah Sakit Mata Mataram adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun bahan rencana kerja, rencana strategis, RKA DPA Kegiatan Rumah 

Sakit Mata; 

b. Menyusun petunjuk teknis kegiatan pelayanan kesehatan mata; 

c. Melaksanakan kegiatan peningkatan kesehatan mata masyarakat melalui 

pelayanan, pendidikan dan penelitian; 

d. Menyusun kegiatan pelayanan medis kesehatan mata yang meliputi pelayanan 

gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, pelayanan kamar 

operasi serta pelayanan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di 

masyarakat baik pelayanan dalam dan pelayanan luar gedung; 

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan mata; 

f. Menyusun bahan laporan kinerja instansi pemerintahan LKPJ, LPPD, RLPD 

dan laporan kegiatan Rumah Sakit Mata; 

g. Menyusun bahan kajian sebagai dasar kebijakan pemerintah dalam 

penanganan tingkat kebutaan dan mobilitas penyakit mata; 

h. Menyiapkan bahan kajian teknis peningkatan pengetahuan dan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya kesehatan mata; 

i. Mendistribusikan tugas dan menialai kinerja bawahan; 

Melaksanakan tugas kedianasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugas. 

 

Fungsi dari Kepala Rumah Sakit Mata Mataram adalah sebagai berikut: 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan strategis dibidang kesehatan mata; 

b. Penyiapan bahan  pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kesehatan mata; 

c. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan 

mata; 

d. Penyiapan bahan pelaksanaan administrasi dibidang kesehatan mata; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang 

tugas. 

 

9. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi 

Rincian Tugas dari Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi adalah 

sebagai berikut: 

a. Melaksanakan pengendalian dan pengoordinasian urusan tata usaha, 

kepegawaian, keuangan dan rumah tangga;  

b. Melaksanakan pengendalian dan pengoordinasian kajian mutu pelatihan tenaga 

kesehatan;  

c. Melaksanakan pengendalian dan pengoordinasian penyelenggaraan pelatihan 

tenaga  kesehatan 



 

25 
 

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.  

 

Rincian Fungsi dari Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi adalah 

sebagai berikut: 

a. pengendalian dan pengoordinasian urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan 

dan rumah tangga;  

b. pengendalian dan pengoordinasian kajian mutu pelatihan tenaga kesehatan;  

c. pengendalian dan pengoordinasian penyelenggaraan pelatihan tenaga  

kesehatan; 

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Adapun struktur organisasi Dinas Kesehatan secara lengkap dapat 

digambarkan pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2 .1.  Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat 
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2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan 

 

2.2.1 Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu hal yang sangat penting 

dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi serta merupakan 

elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain 

seperti anggaran, sarana dan prasarana serta teknologi. 

SDM Kesehatan menjadi salah satu sumber daya dibidang kesehatan yang 

sangat strategis. Kurangnya tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis dan distribusinya 

menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan berkualitas. Ketersediaan, penyebaran dan kualitas SDM Kesehatan 

yang belum optimal menjadi isu dalam pengelolaan SDM Kesehatan. Dalam 5 

(lima) tahun terakhir, SDM Kesehatan mengalami fluktuasi. Berikut gambaran 

SDM Dinas Kesehatan dan UPTD dalam 5 (lima) tahun terakhir: 

Gambar 2.2. Gambaran SDM PNS di Dinas Kesehatan dan UPTD 
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Sumber : Sub Bagian Umum Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2019 

 

Perubahan atau fluktuatif jumlah pegawai Dinas Kesehatan Provinsi NTB 

antara lain dipengaruhi oleh perubahan kebijakan daerah tentang UPTD dan 

mutasi. Tahun 2014, jumlah UPTD Dinas Kesehatan Provinsi NTB yaitu 6 UPTD, 

namun tahun 2015 berkurang menjadi 5 UPTD setelah RSUD Provinsi                

di Sumbawa tidak menjadi UPTD Dinas Kesehatan Provinsi NTB sejak 

dikeluarkannya Peraturan Daerah tanggal 29 Desember 2014 dan Peraturan Gubernur 

tanggal 28 Mei 2015, dan tahun 2017 kembali mengalami pengurangan setelah Balai 

Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Pulau Sumbawa bergabung dengan RSUD 

Provinsi di Sumbawa. 

Jumlah SDM Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan UPTD 

Tahun 2019 terdiri atas PNS dan Non PNS dengan rincian PNS sebanyak 352 

orang dan Non PNS sebanyak 117 Orang.   
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Tabel 2.1. SDM Kesehatan Menurut Status Kepegawaian di Dinas Kesehatan 

Provinsi NTB dan UPT Tahun 2019 

No Unit Kerja 

Status Kepegawaian 

Total 

P
N

S
 

NON PNS 
T

O
T

A
L

 N
O

N
 

P
N

S
 

K
o

n
tra

k
 

K
o

n
tra

k
 

D
a
e
ra

h
 

K
o

n
tra

k

S
u

k
a
re

la
 

P
T

T
 

D
a
e
ra

h
 

1 
Dinas Kesehatan 
Prov NTB 

144 31 - - 2 33 177 

2 AKPER Kes.Prov. NTB 28 - - 7 5 12 40 

3 
BalaiPelatihan 

Kesehatan 
36 15 - - 1 16 52 

4 
RumahSakit Mata 

NTB 
91 36 - - - 36 127 

5 

Laboratorium 
Kesehatan Pengujian 

Kalibrasi Dan 
Penunjang Medis 

53 19 - - 1 20 73 

Total 352 101 - 7 9 117 469 

Sumber: Sub Bagiam Umum Dinkes Provinsi NTB 2019 

 

Jumlah PNS perempuan lebih besar di banding dengan PNS laki-laki 

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2 Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin pada Dinas Kesehatan Provinsi 

NTB dan UPTD Tahun 2019 

No Unit Kerja 
Jumlah PNS 

Laki-Laki Perempuan Total 

1 Dinas Kesehatan Prov NTB 64 80 144 

2 

Laboratorium Kesehatan 

Pengujian Kalibrasi Dan 

Penunjang Medis 

17 36 53 

3 RumahSakit Mata NTB 34 57 91 

4 BalaiPelatihan Kesehatan 25 11 36 

5 AKPER 16 12 28 

 
Jumlah 156 196 352 
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Sumber : Sub Bagiam Umum Dinkes Provinsi NTB 2019 

 

Sedangkan jumlah PNS berdasarkan eselon, pendidikan dan golongan 

ruang kepangkatan, dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut: 

 

Tabel 2.3 Jumlah PNS Menurut Eselon dan Golongan Ruang Kepangkatan 

Pada Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan UPTD Tahun 2019 

URAIAN 

          
GOLONGAN/     

PANGKAT 
 KUALIFIKASI PENDIDIKAN TERAKHIR   

          

          

SD SLTP SLTA D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 I II  III IV 
               

Pejabat - - - - - - - - 1 - - -  - 1 

Eselon2                

Pejabat - - - - - - - 2 6 - - -  1 7 

Eselon 3                

Pejabat - - - - - - - 16 11 - - -  20 7 

Eselon 4                

Jabatan - - 2 - - 32 - 44 24 - - 11  70 21 

Fungsional                

Staf 4 7 57 5 - 33 5 89 14 - 4 57  145 8 
                

Jumlah 4 7 59 5 - 65 5 151 56 - 4 68  236 44 
                

Sumber : Sub Bagian Umum Dinkes Provinsi NTB 2019 

 

Jumlah PNS perempuan lebih banyak daripada jumlah PNS laki – laki di 

Dinas Kesehatan yaitu sebanyak 196 Perempuan sedangkan laki – laki sebanyak 

156 orang. Paling banyak PNS Dinas Kesehatan berpendidikan Strata 1 sebanyak 

151 orang, diikuti Diploma 3 sebanyak 65 orang. Jumlah PNS dengan Golongan 3 

adalah yang terbanyak sebesar 236 orang, diikuti sedangkan yang terendah adalah 

Golongan 1 sebanyak 4 orang.  

 

2.2.2 Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB 

dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan berupa bangunan 

gedung/kantor, tanah, kendaraan dinas/operasional, perlengkapan dan peralatan 

kantor. 

Hasil rekonsiliasi internal barang milik daerah (BMD) pada lingkup Dinas 

Kesehatan Provinsi NTB dengan cara membandingkan data BMD pada laporan 

barang yang disusun oleh unit akuntansi pengguna barang anggaran periode 

semester II, sebagai berikut: 
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Tabel 2-4 Data Barang Milik Daerah (BMD) / Asset yang dikelola 

Dinas Kesehatan  

No Akun Neraca 

Nilai Saldo Akhir  (Rp) 

2015 2016 2017 2018 2019 

A Aset Lancar      

1 Persediaan 6.167.714.756 9.945.791.456,38 11,779,551,914.11 10.740.678.665,91 18.612.339.975,84 

 Jumlah A 6.167.714.756 9.945.791.456,38 11,779,551,914.11 10.740.678.665,91 18.612.339.975,84 

B Aset Tetap 
 

 
   

1 Tanah 115.532.000 115.532.000,00 
115,532,000,00 

115.532.000,00 115.532.000,00 

2 Peralatan dan Mesin 6.230.510.783 
8.022.415.483,00 9,465,771,581.00 

10.700.519.081,00 11.233.635.788,00 

3 Gedung dan Bangunan 6.507.855.200 
7.206.482.983,81 7,378,505,983,.81 

7.378.505.983,81 10.112.448.518,23 

4 Jalan Irigasi dan Jaringan 12.000.000 
12.000.000,00 12.000.000,00 

12.000.000,00 12.000.000,00 

5 Aset tetap lainnya 22.415.777 22.415.777,00 22.415.777,00 22.415.777,00 22.415.777,00 

6 Kosntruksi dalam pengerjaan 0 49.000.000.00 49.000.000.00 49.000.000,00 49.000.000,00 

7 Akumulasi penyusutan  (8.770.079.573,98)  (10.733.810.055,00) (11.704.970.064,00) 

 Jumlah B 12.888.313.760 6.657.766.669,83 17,043,225,341.81 18.277.972.841,81 9.840.062.019,23 

C Aset Lainnya      

1 Tagihan Penjualan Angsuran 0 0 0 0 0 

2 
Tagihan Tuntutan Ganti 

Kerugian Daerah 
0 0 0 0 0 

3 Kemitraan dengan pihak ketiga 0 0 0 0 0 

4 Aset tak berwujud 0 0 0 0 0 

5 Aset lain-lain 2.000.000 0 0 0 0 

 Jumlah C 2.000.000 0 0 0 0 

 
Jumlah A+B+C 19.053.028.516 16.603.558.126,22 28.549.86.568,75 29.018.651.507,72 28.427.401.995,07 

Sumber : Laporan Tahunan Keuangan, Dinas Kesehatan Prov.NTB 

Tabel 2.4 dapat diketahui bahwa jumlah asset daerah yang dikelola oleh 

Dinas Kesehatan dan UPTDnya selama 5 tahun terakhir terus mengalami 

kenaikan, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan terus melakukan perbaikan 

sarana dan prasarana untuk untuk pelaksanaan program dan kegiata pembangunan 

kesehatan di NTB. 
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2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2.3.1 Kinerja Pelayanan 

Gambaran tingkat atau pencapaian pelaksanaan suatu program atau 

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi suatu organisasi dapat 

diukur dari capaian kinerja pelayanan suatu organisasi. Gambaran capaian kinerja 

pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi NTB selama 5 tahun terakhir meliputi target 

dan realisasi capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2015 

- 2019 sebagai dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut: 
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Table 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangka Daerah Dinas Kesehatan Provinsi NTB 
 

No Indikator Kinerja 

Sesuai Tugas dan 

Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

Indikator 

Lainnya 

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 

ke- 

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1 Angka Harapan Hidup 
 

V 
 

65.25 65.90 66.60 67.70 65.96 65.38 65.48 65.55 65.87 66.28 100.20 99.36 98.42 97.30 100.49 

2 Prevalensi kurang gizi 

pada balita 

 
V 

 
16.50 16.00 15.50 15.00 

 
17.01 20.20 22.60 26.40 

 
96.91 73.75 54.19 24.00 

 

3 Persentase Balita 

Stunting 

 
V 

     
35.00 

    
25.50 

    
127.14 

4 Cakupan Jamban 

Keluarga 

 
V 

 
74.00 76.00 78.00 80.00 56.00 75.06 79.29 82.67 86.85 89.09 101.43 104.33 105.99 108.56 159.09 

5 Cakupan Jaminan 

Kesehatan Nasional 

 
V 

     
73.00 

    
84.00 

    
115.07 

6 Proporsi rumah 

tangga dengan akses 

sanitasi layak 

 
V 

     
72.62 

    
75.02 

    
103.30 

7 Cakupan Desa Siaga 

Aktif 

 
V 

 
89.00 90.00 91.00 92.00 

 
95.69 96.22 95.87 95.86 

 
107.52 106.91 105.35 104.20  

8 Case Notification 

Rate (CNR) 

 
V 

 
155.8 163.6 172.8 183.5 

 
123.00 125.00 134.12 123 

 
78.95 76.41 77.62 67.03  

9 Penanganan penderita 

HIV dan AIDS 

 
V 

 
100 100 100 100 

 
100 100 100 100 

 
100.00 100.00 100.00 100.00  

10 Cakupan Imunisasi 

Dasar Lengkap 

 
V 

 
92 93 94 95 

 
95 95.1 100.9 101 

 
103.26 102.26 107.34 106.32  
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No Indikator Kinerja 

Sesuai Tugas dan 

Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

Indikator 

Lainnya 

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 

ke- 

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

11 Cakupan Desa Open 

Defecation Free 

(ODF)/ Stop Buang 

Air Besar 

Sembarangan (SBS) 

 
V 

 
50 65 70 80 

 
31.75 40.20 42 48.95 

 
63.50 61.85 60.00 61.19  

12 Cakupan Balita Gizi 

Buruk Mendapat 

Perawatan 

 
V 

 
100 100 100 100 

 
100 100 100 100 

 
100.00 100.00 100.00 100.00  

13 Cakupan K4 V V 
 

96 96 96 96 
 

92.24 92.26 94.49 94.31 
 

96.08 96.10 98.43 98.24  

14 Cakupan Persalinan 

oleh Tenaga 

Kesehatan 

 
V 

 
90 90 90 90 

 
89.7 92.37 92.96 95.57 

 
99.67 102.63 103.29 106.19  

15 Rasio Puskesmas 

Dengan Penduduk 

 
V 

 
1 1 1 1 

 
3.28 3.25 3.33 3.31 

 
328.00 325.00 333.00 331.00  

16 Persentase 

Ketersediaan Obat 

dan vaksin 

 
V 

 
91 92 93 95 

 
87.93 84.44 91.96 98.8 

 
96.63 91.78 98.88 104.00  

17 Cakupan masyarakat 

yang memiliki jaminan 

kesehatan nasional 

 
V 

 
70 80 85 90 

 
61.5 67.38 69.91 76.88 

 
87.86 84.23 82.25 85.42  

18 Rasio Tenaga Medis 
 

V 
 

31 38 44 57 
 

18 23.1 26 N/A 
 

58.06 60.79 59.09 N/A  

19 Penanganan 

Komplikasi Neonatal 

 

V 

 

    
84.00 

    
73.99 

    
88.08 
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No Indikator Kinerja 

Sesuai Tugas dan 

Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

Indikator 

Lainnya 

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 

ke- 

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

20 Persentase Pelayanan 

kesehatan bagi 

penduduk terdampak 

krisis kesehatan akibat 

bencana dan/atau 

berpotensi bencana 

V V 

 

    
100.00 

    
100.00 

    
100.00 

21 Persentase pelayanan 

kesehatan bagi orang 

yang terdampak dan 

berisiko pada situasi 

KLB Provinsi 

V 
 

 

    
100.00 

    
100.00 

    
100.00 

22 Persentase Puskesmas 

Yang Mempunyai 5 

(lima) tenaga 

kesehatan 

 
V 

 

    
45.00 

    
63.90 

    
142.00 

23 Persentase 

bufferstock obat 

perbekalan kesehatan 

di provinsi NTB 

 
V 

 

    
10.00 

    
10.00 

    
100.00 

24 Persentase fasilitas 

kesehatan yang 

terakreditasi  

 
V 

 

    
70.00 

    
92.89 

    
132.70 

25 Cakupan PMT Bumil 

KEK dan Balita Kurus 

 
V 

 

    
100.00 

    
100.00 

    
100.00 
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No Indikator Kinerja 

Sesuai Tugas dan 

Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

Indikator 

Lainnya 

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 

ke- 

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

26 Persentase Posyandu 

Aktif 

 
V 

 

    
55.00 

    
61.30 

    
111.45 

27 Cakupan Penerima 

Bantuan Iuran (PBI) 

JKN 

 V 

 

    59.00     63.79     108.12 

28 Tingkat layanan, 

perencanaan, 

administrasi, 

kepegawaian, & 

keuangan organisasi 

 
V 

 

    
100.00 

    
100.00 

    
100.00 
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Secara umum pembangunan kesehatan memberikan kontribusi yang 

cukup signifikan terhadap berbagai kemajuan penting dalam meningkatkan status 

kesehatan masyarakat di provinsi Nusa Tenggara Barat. Angka Harapan Hidup 

(AHH) di Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mengalami trend kenaikan selama 

5 (lima) tahun terakhir. Tahun 2018 AHH di Provinsi NTB telah mencapai 65,87 

tahun naik 0,97 tahun dibandingkan AHH tahun 2013. Data terbaru tahun 2019, 

AHH di provinsi NTB telah mencapai angka 66,28 tahun, melebihi target AHH 

yang telah ditetapkan (100.49%). Peningkatan AHH menunjukan adanya 

perbaikan derajat kesehatan masyarakat, penduduk memiliki peluang untuk hidup 

lebih panjang melalui tingkat kesehatan yang lebih baik. 

 Angka Harapan Hidup merupakan cerminan langsung dari Angka Kematian 

Bayi (AKB), SDKI 2002 mencatat AKB Provinsi NTB sebesar 74 per 1.000 

kelahiran hidup, kemudian menurun tipis menjadi 72 per 1000 kelahiran hidup di 

2007. Data SDKI 2012 menunjukkan adanya penurunan AKB yang bermakna, 

yaitu 57 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara itu menurut laporan Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota, jumlah kematian bayi cenderung menurun selama 5 

(lima) tahun terakhir. Tercatat pada tahun 2019 jumlah kematian bayi adalah 850 

kasus, turun dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 1.297 kasus.  

Indikator berikutnya yang turut mempengaruhi capaian UHH adalah Kasus 

Kematian Ibu. Selama periode tiga tahun terakhir jumlah kasus kematian ibu 

melahirkan mengalami kecenderungan meningkat, dengan capaian berturut dari 

tahun 2017-2019 adalah 85 kasus, 99 kasus, dan 97 kasus. Sama dengan jumlah 

kasus, kecenderungan meningkat juga terjadi pada angka proporsi kematian ibu 

per 100.000 kelahiran hidup yakni berturut-turut selama 2017-2019 adalah 82,40, 

90,49, dan 93,92.  

Ikhtiar yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Kesehatan 

dalam rangka menurunkan jumlah kasus kematian ibu dan bayi adalah melalui 

berbagai program dan kegiatan yang diukur dengan indikator antara lain: 

Pelayanan Antenatal (ANC) K1 s/d K4, Pertolongan Persalinan, Pelayanan 

Kesehatan Ibu Nifas, Pelayanan Kesehatan Neonatus, Deteksi Dini Faktor Risiko 

dan Komplikasi, Penanganan Komplikasi Kebidanan, Pelayanan Neonatus dengan 

Komplikasi, Pelayanan Kesehatan Bayi, Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan 

kualitas KB.  

Berdasarkan Tabel 2.5. angka persalinan dibantu oleh tenaga kesehatan 

(linakes) terus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir, tahun 2018 

persentase linakes berhasil mencapai 95,57% melebihi target 90% yang 

diharapkan. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang merupakan 

kontribusi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan seperti menggiatkan 

program Generasi Emas NTB (GEN) dan Aksi Seribu Hari (ASHAR), peningkatan 

kualitas atau kompetensi bidan melalui pelatihan-pelatihan antara lain Pelatihan 

Penanganan Gawat Darurat Obsetri dan Neonatal (PPGDON), dan Pelatihan 
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SDIDTK (Stimulasi Dini dan Intervensi Deteksi Tumbuh Kembang). Selain itu 

peningkatan evaluasi pelayanan KIA oleh bidan koordinator dan bidan desa, 

pemberian penghargaan kepada bidan yang berprestasi, meningkatkan jumlah 

kelas ibu hamil, meningkatkan kualitas Audit Maternal Perinatal (AMP) serta 

penambahan jumlah bidan desa. 

Walaupun upaya untuk peningkatan layanan kesehatan ibu terus dilakukan, 

masih ada beberapa indikator pelayanan kesehatan ibu dan anak yang perlu 

mendapatkan perhatian khusus. Angka kunjungan pelayanan antenatal keempat 

ibu hamil (K4) di provinsi NTB dari tahun 2013 – 2018 masih belum mencapai 

target 96% yang diharapkan. Tahun 2019 angka K4 baru mencapai 95,32% dari 

total ibu hamil. Angka kunjungan nifas juga belum sesuai target yang diharapkan, 

tahun 2019 persentase kunjungan nifas baru mencapai 94,45%. Lebih lanjut, pada 

Tahun 2019 persentase penanganan komplikasi neonatal hanya mencapai 73.99%, 

tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 84%. Belum tercapai target 

indikator – indikator tersebut menunjukkan bahwa monitoring terhadap ibu hamil 

masih harus terus ditingkatkan, disamping itu peningkatan kompetensi petugas 

kesehatan juga harus terus dilakukan. 

Selain Usia harapan hidup (UHH), penurunan angka prevalensi kurang gizi 

pada balita juga masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi NTB. 

Mengurangi angka kurang gizi ini menjadi berat karena berkaitan erat dengan 

kemiskinan, sementara penurunan angka kemiskinan masih menjadi persoalan 

tersendiri. Prevalensi kurang gizi di Provinsi NTB menunjukkan kecenderungan 

yang meningkat selama dua tahun terakhir yakni dari 17,01 persen pada tahun 

2015 menjadi 22,6 persen di tahun 2017 dan meningkat lagi menjadi 26,40 persen 

di tahun 2018 sebagaimana Tabel 2.5 diatas. Selain itu, persentase balita stunting 

di NTB juga menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Walaupun Persentase 

Balita Stunting pada Tahun 2019 sebesar 25,5% melebihi target yang ditetapkan 

35% namun data tersebut diperoleh tersebut adalah dari hasil pelaporan melalui 

aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-

PPGBM), yang cakupan pelaporan belum mencapai 100%. Sehingga diperkirakan 

angka persentase balita stunting masih cukup tinggi di NTB. 

Banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya kurang gizi dan stunting, 

yang berpengaruh juga pada Usia Harapan Hidup. Berdasarkan data diatas, 

kemungkinan meningkatnya kurang gizi (Gizi Buruk dan Gizi Kurang) disebabkan 

oleh hal-hal sebagai berikut: 

a. Pemenuhan gizi yang kurang pada masyarakat dengan kemiskinan merupakan 

salah satu faktor penyebab terjadinya gizi kurang, karena pola makan 

seseorang berkorelasi positif dengan kondisi kesejahteraan orang tersebut.  

b. Pola asuh dalam keluarga. Seringkali ditemukan balita yang diasuh oleh bukan 

orang tuanya dengan alasan orang tua yang bersangkutan pergi bekerja 
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sebagai TKI/TKW, bercerai, meninggal dunia, bekerja diluar daerah dan lain-

lain.  

c. Masih ditemukan penyakit infeksi seperti TB, Diare, ISPA termasuk Pnemonia 

dan penyakit lainnya, yang sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan balita. 

d. Hygiene sanitasi lingkungan dan perorangan serta akses air bersih masih 

belum sesuai standar. 

e. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) yang belum optimal. seperti 

Inisiasi Menyusu Dini (IMD), Pemberian ASI Eksklusif, Makanan Pendamping 

ASI, Menyusui sampai anak berusia 2 (dua) tahun dan juga pemberian 

makanan pada ibu hamil dan menyusui serta pemantauan pertumbuhan  

f. Pemanfaatan Posyandu sebagai deteksi dini masalah gizi masih dikelola oleh 

kesehatan saja.  

Adapun upaya yang telah dilakukan pemerintah Provinsi NTB untuk 

menurunkan prevalensi kurang gizi antara lain melalui: 

a. Pembinaan Keluarga Sehat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan hidup sehat bagi keluarga binaan. Sasarannya adalah kelompok 

rentan terhadap masalah kurang gizi seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan 

balita dengan melibatkan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan 

keluarga dalam penanggulangan masalah gizi; 

b. Pendampingan ibu hamil, ibu menyusui dan ibu yang mempunyai baduta di  

100 Desa GEN di kabupaten/kota se NTB oleh mahasiswa dalam rangka 

ASHAR (Aksi Seribu Hari Pertama Kehidupan); 

c. Peningkatan Kapasitas/Pelatihan Petugas Kesehatan dan Kader Posyandu 

terkait Pemberian Makan Bayi dan Anak. Kegiatan ini dilakukan di seluruh 

kabupaten/kota dengan melibatkan petugas gizi dan bidan di Puskesmas, bidan 

desa dan kader posyandu; 

d. Koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor terkait seperti TP PPK, 

DP3AP2KB, DPMPD Dukcapil, Perguruan Tinggi Kesehatan se-NTB, 

Organisasi Profesi (PERSAGI, IDI, IBI dll), TOMA, TOGA, Forum Peduli ASI 

(FPA), dan lainnya dalam pembinaan keluarga sasaran, dan pendampingan 

pada sasaran prioritas seperti pengasuh  balita yang mempunyai masalah gizi, 

ibu hamil anemia/KEK, dan ibu menyusui.  

e. Distribusi Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil KEK dan Balita kurus di semua 

kabupaten/kota dengan prinsip dasar pemberian makanan tambahan anak 

balita adalah untuk memenuhi kecukupan gizi agar mencapai berat badan 

sesuai umur, sedangkan pada ibu hamil KEK untuk memenuhi kecukupan gizi 

ibu hamil. 
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Status gizi seorang anak berkaitan erat dengan pertumbuhan dan 

perkembangannya. Masalah gizi akan cepat ditangani jika ditemukan sedini 

mungkin, baik di posyandu ataupun pelayanan kesehatan lainnya. Kasus gizi kurang 

dan gizi buruk dipengaruhi oleh keaktifan orang tua menimbang anaknya dan 

melakukan pemeriksaan kesehatan anaknya di Posyandu. Posyandu merupakan 

salah satu bentuk UKBM yang paling dikenal di masyarakat yang 

menyelenggarakan minimal 5 (lima) program prioritas yaitu kesehatan ibu dan 

anak, KB, perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare. Posyandu 

dikelompokkan ke dalam 4 (empat) strata yaitu Pratama, Madya, Purnama dan 

Mandiri. Pada Tahun 2019 jumlah Posyandu di NTB mencapai 7.320 Posyandu, 

Jumlah ini meningkat dibandingkan Tahun 2018 sebanyak 7.255 Posyandu. 

Posyandu yang aktif hanya 4.498 Posyandu atau 61,45% dari seluruh Posyandu 

yang ada. Posyandu dikatakan aktif apabila termasuk dalam kelompok strata 

Purnama dan Mandiri. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan Posyandu agar 

menjadi Posyandu Aktif perlu lebih ditingkatkan.   

Upaya mengatasi persoalan gizi buruk di NTB dengan mengoptimalkan 

program penimbangan anak, termasuk membebaskan biaya pengobatan jika ada 

kasus gizi buruk sehingga tidak lagi ada keluhan masalah ekonomi menjadi kendala 

penyembuhan anak gizi buruk. Data menunjukkan cakupan balita gizi buruk 

mendapatkan perawatan selama 5 tahun terakhir selalu mencapai 100%. Selain itu 

dengan memberikan pelayanan ke masyarakat dengan Program Indonesia Sehat 

Pendekatan Keluarga (PIS-PK). 

Indikator RPJMD urusan kesehaan Tahun 2013-2013 berikutnya yang 

berkaitan dengan kinerja pelayanan di Dinas Kesehatan Provinsi NTB adalah 

Cakupan Jamban Keluarga. Selama 5 tahun terakhir, cakupan jamban keluarga 

menunjukkan trend naik diatas target yang ditetapkan. Tahun 2018 cakupan 

jamban keluarga mencapai 86,85 persen dari target 80 persen, dan di Tahun 2019 

cakupan jamban keluarga naik mencapai 89,09 persen melebih target 56 persen 

yang ditetapkan. Adanya penurunan target pada Tahun 2019 dibandingkan tahun 

2018 karena mempertimbangkan dampak Gempa Lombok yang terjadi di Tahun 

2018.  

Kabupaten Sumbawa Barat adalah kabupaten di NTB yang telah bebas 

buang air besar sembarangan dan mendapatkan reward sebagai kabupaten bebas 

BASNO. Ketersediaan sanitasi adalah salah satu syarat utama untuk mencapai 

predikat sebagai kabupaten bebas buang air besar sembarangan. Kabupaten 

Sumbawa memiliki cakupan jamban terendah tahun 2019, Kabupaten Lombok 

Utara pada tahun 2018 berada pada posisi terendah dengan capaian 82,10%, 

berhasil memperbaikinya dengan cakupan 88,27% pada tahun 2019. Angka ini 

menunjukkan keberhasilan Rehabilitasi dan rekonsiliasi pasca gempa bumi yang 

dilakukan bersama Pemerintah Provinsi. Hal ini juga ditunjukkan bahwa proporsi 
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sanitasi dasar layak di NTB tahun 2019 adalah sebesar 75.02 persen melebih 

target 72.62 persen yang ditetapkan (103.30 persen). 

Pemicuan Program BASNO di 10 kabupaten/kota pada tahun sejak tahun 

2015 telah dilaksanakan pada 1.131 desa (2015-2019), total desa BASNO sampai 

dengan tahun 2019 sebanyak 626 desa. Faktor yang mempengaruhi capaian 

cakupan jamban keluarga antara lain: 

1. Akses air bersih yang terjangkau, semakin mudah mengakses air bersih 

berpengaruh pada kesadaran masyarakat membangun jamban menjadi 

semakin tinggi; 

2. Lingkungan pemukiman yang padat, semakin padat lingkungan pemukiman 

lahan untuk membangun jamban menjadi semakin kecil sehingga diperlukan 

pembangunan MCK komunal/septic tank komunal; 

3. Kemampuan ekonomi, untuk masyarakat miskin pemerintah memberikan 

bantuan pembangunan jamban melalui pola bantuan permodalan koperasi; 

4. Potensi lingkungan yang mendukung Buang Air Besar Sembarangan seperti: 

adanya aliran sungai, pesisir pantai, kebun dan lain-lain. 

Upaya-Upaya yang dilaksanakan untuk mempercepat peningkatan cakupan  

jamban keluarga, yaitu : 

1. Melaksanakan pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat sesuai 

Permenkes Nomor 3 tahun 2015; 

2. Melakukan pemicuan yang dilakukan oleh petugas sanitarian puskesmas 

dengan didukung oleh Dinas kesehatan kabupaten/kota/provinsi dengan 

mengundang tokoh agama, tokoh masyarakat, Da’i kesehatan, dan 

masyarakat yang tidak memiliki jamban yang bertujuan untuk merubah 

perilaku masyarakat menuju Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

3. Memberikan penghargaan kepada Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan 

Kabupaten yang telah mencapai BASNO (Buang Air Besar Sembarangan 

NOL) sesuai Peraturan Gubernur NTB Nomor 9 tahun 2013 tentang 

GERAKAN BASNO; 

4. Melakukan koordinasi lintas sektoral khususnya dengan DPMPD Dukcapil, 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan 

Permukiman, BAPPEDA, dan Baznas khususnya dalam program rehabilitasi 

rumah, pemukiman kumuh dan pembangunan MCK Komunal; 

5. Melibatkan DA’ I Kesehatan untuk meningkatkan penyuluhan; 

6. Penyusunan awig-awig atau peraturan desa bagi desa yang telah 

mendeklarasikan Desa  BASNO sehingga PHBS tetap terjaga; 

7. Pemberdayaan Masyarakat melalui pemicuan pada lokasi program 

PAMSIMAS, dan MCAI; 
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8. Penilaian Lomba Bersih dan Sehat (LBS) tingkat Desa bekerja sama dengan 

TP PKK; 

9. Pembinaan Wira Usaha Sanitasi untuk mendukung sarana sanitasi/jamban 

yang lebih murah; 

10. Workshop Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan dukungan dari 

UNICEF.  

 

Indikator RPJMD terakhir atau Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan 

adalah Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Cakupan JKN di Provinsi 

NTB tahun 2019 sebesar 84% sedangkan target yang ditetapkan sebesar 73 

persen atau mencapai 112 persen dari target. Hal ini menunjukkan program 

terlaksana dengan baik, meskipun masih terdapat kekurangan-kekurangan seperti 

masih adanya distribusi kartu peserta yang belum tepat sasaran. 

Peserta JKN PBI terbagi menjadi dua kelompok berdasarkan sumber 

dananya yaitu PBI bersumber dana pusat (APBN) dan PBI bersumber dana daerah 

(APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota). Peserta JKN PBI bersumber dana pusat 

(APBN) jumlahnya ditentukan oleh pusat berdasarkan data penduduk miskin dari 

TNP2K. Sedangkan jumlah peserta JKN PBI bersumber dana daerah disepakati 

bersama antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan mekanisme sharing sesuai 

kemampuan anggaran yang tersedia. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 

masyarakat miskin atau tidak mampu yang belum terdaftar dalam peserta JKN PBI 

Pusat. Tahun 2019 Cakupan Kepsertaan PBI JKN Tahun 2019 adalah 63.79 

persen atau mencapai 108.12 persen dari target yang diharapkan. Dana sharing 

antara provinsi dan kabupaten/kota Tahun 2019 sebesar Rp, 47,277,958,000,- 

namun realisasi sampai dengan akhir tahun terkumpul sebesar Rp. 

33,427,276,500.- (70 persen). Terdapat beberapa kabupaten yang tidak mengikuti 

kerjasama/sharing dana yaitu Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok 

Utara dan Sumbawa Barat.  

Selain 5 (lima) indikator RPJMD terkait urusan kesehatan diatas, indikator 

kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi lainnya adalah 

1. Angka Notifikasi Kasus (CNR),  

Tuberkulosis (TB) yang juga dikenal dengan singkatan TBC adalah penyakit 

menular yang menyebabkan masalah kesehatan terbesar di dunia setelah 

HIV/AIDS dan hingga saat ini, belum ada satu negara pun yang bebas TB. Angka 

kematian dan kesakitan akibat kuman mycobacterium tuberculosis ini pun cukup 

tinggi. Tujuan penemuan dan penanggulangan penyakit TB adalah menurunkan 

angka kesakitan dan kematian akibat TB dalam rangka pencapaian tujuan 

pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

Di Provinsi NTB, pada tahun 2018 dilaporkan bahwa jumlah seluruh 

pasien TB (semua tipe) mencapai 6.162 orang, dan sebanyak 4.367 orang 
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diantaranya merupakan kasus baru BTA+. Salah satu indikator kinerja 

pengendalian penyakit TB adalah Angka Notifikasi Kasus atau Case Notifikation 

Rate (CNR) yakni angka yang menunjukkan jumlah pasien baru yang ditemukan 

dan tercatat diantara 100.000 penduduk disuatu wilayah tertentu. CNR pada 

tahun 2017 adalah 134,12, mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 123, 

namun kembali mengalami peningkatan di Tahun 2019 menjadi 144.   

Keberhasilan penanganan kasus TB ditunjukkan melalui angka keberhasilan 

pengobatan atau Success Rate (SR). Tahun 2018, angka SR di NTB mencapai 86,3 

persen, kemudian di tahun 2019 angka SR mengalami peningkatan menjadi 93,89 

persen.  

2. Penanganan Penderita HIV dan AIDS 

HIV/AIDS patut mendapat perhatian serius dari semua pihak mengingat 

ekses yang dapat ditimbulkan bagi masyarakat luas. Sebagai salah satu daerah 

tujuan wisata, maka Provinsi NTB berpotensi sebagai tempat terjadinya penularan 

HIV-AIDS dan infeksi menular seksual. Demikian juga sebagai salah satu daerah 

pengirim tenaga kerja ke luar negeri, kemungkinan terjadinya penularan HIV-AIDS 

cukup besar. Jumlah kasus baru yang ditemukan cenderung meningkat setiap 

tahun. Tahun 2017, jumlah kasus yang ditemukan adalah 98 kasus HIV, dan 111 

kasus AIDS sedangkan tahun 2018 adalah 155 kasus HIV dan 101 kasus baru 

AIDS. Jumlah kematian karena AIDS di Provinsi NTB tahun 2017 sebanyak 22 

kasus dan tahun 2018 terhadu 24 kematian akibat AIDS. 

Penemuan peningkatan kasus antara lain dipengarugi oleh penambahan 

jumlah VCT di kabupaten/kota, penjangkauan ke populisi kunci lebih banyak, 

dukungan pendanaan untuk kegiatan mobile VCT yang cukup baik dan Kerjasama 

serta kerja keras semua pihak untuk menanggulungi HIV/AIDS. Penanganan 

HIV/dan AIDS selama 5 tahun terakhir juga menunjukkan angka memuaskan 

dengan cakupan 100% kasus HIV/ADIS mendapatkan perawatan. 

3. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap 

Imunisasi dasar sangat penting diberikan sewaktu bayi (usia 0 – 11 bulan) 

untuk memberikan kekebalan dari penyakit – penyakit yang dapat dicegah dengan 

imunisasi (PD3I). Tanpa imunisasi anak – anak mudah terserang berbagai penyakit, 

kecacatan dan kematian. Pemberian imunisasi dasar lengkap meliputi pemberian 

imunisasi BCG, Polio 1,2,3,4, DPT/HB 1,2,3 dan campak sebelum bayi berusia 1 

tahun. Tahun 2017, cakupan imunisasi dasar lengkap di NTB adalah 95,1 persen, 

naik menjadi 100,9 persen di tahun 2018.  

4. Rasio Puskesmas dengan Penduduk 

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014, 

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai 

tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung 

terwujudnya kecamatan sehat. Dengan kata lain puskesmas mempunyai 
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wewenang dan tanggungjawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam 

wilayah kerjanya. Puskesmas di Provinsi NTB tahun 2017 berjumlah 165 

Puskesmas yang terdiri dari 137 Puskesmas rawat inap dan 28 Puskesmas non 

rawat inap. Pada tahun 2018 Jumlah puskesmas bertambah menjadi 169 

puskesmas. Rasio puskesmas terhadap 100.000 penduduk relative tidak berubah 

dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 yaitu 3,31 terhadap 100,000 

sedangkan pada tahun 2018 yaitu 3,31 terhadap 100,000 penduduk. 

Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di puskesmas, sesuai 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2016, puskesmas wajib 

melakukan akreditasi setiap 3 tahun dengan tujuan: meningkatkan mutu pelayanan 

dan keselamatan pasien; meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia 

kesehatan, masyarakat dan lingkungannya dan meningkatkan kinerja Puskesmas. 

Akreditasi dilakukan sesuai standar akreditasi oleh lembaga independen yang 

ditetapkan Menteri Kesehatan. Tahun 2018 baru sebanyak 102 puskesmas atau 

60,35 persen puskesmas yang telah terakreditasi. 

5. Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin 

Salah satu komponen penting dari sarana pelayanan kesehatan yang 

bermutu adalah manajemen logistik obat yang mencakup pengadaan, distribusi 

dan penyimpanan obat.  Pada tahun 2017 rata-rata ketersediaan 20 jenis obat dan 

vaksin di Puskesmas se Provinsi NTB sebesar 91,96 persen. Di Tahun 2018 

persentase ketersediaan obat dan vaksin mencapai 98,80 persen. Belum 

tercapainya 100 persen ketersediaan obat dan vaksin dikarenakan adanya 2 

Puskesmas di Kabupaten Bima yang tidak melaporkan data tersebut. 

6. Cakupan masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program nasional yang 

diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 

berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar 

kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau 

iurannya dibayar oleh Pemerintah (Penerima Bantuan Iuran/PBI).  

Perkembagan peserta jaminan kesehatan di Provinsi NTB menunjukkan 

kemajuan yang signifikan. Tahun 2018 kepesertaan JKN mencapai 76,88 persen 

dari total penduduk, naik 6,91 persen dari tahun 2017. Tahun 2019, cakupan JKN 

ini naik menjadi 86,47 persen dari total penduduk, dengan jumlah peserta PBI 

66,52 persen dan peserta non PBI 19,95 persen. 

7. Rasio Tenaga Medis 

Jumlah tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di 

Provinsi NTB pada tahun 2018 sebanyak 15.292 orang. Jumlah tersebut 

merupakan jumlah tenaga di Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah 

Sakit Swasta. Proporsi terbanyak adalah tenaga perawat sebanyak 44,31 persen 
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dan bidan sebanyak 26,13%, sedangkan dokter hanya 6,9 persen. Rasio tenaga 

medis meliputi dokter umum, spesialis dan dokter gigi dalam kurun 5 tahun 

terakhir masih belum mencapai target yang diharapkan.  

Rasio dokter spesialis di NTB tahun 2018 sebesar 8,1 per 100.000 

penduduk, masih dibawah target nasional yaitu 11 per 100.000 penduduk. Rasio 

dokter umum di NTB tahun 2018 sebesar 21 per 100.000 penduduk, juga masih 

dibawah target nasional 45 per 100.000 penduduk. Hal yang sama terjadi pada 

rasio dokter gigi, tahun 2018 rasio dokter gigi di NTB sebesar 3,3 per 100.000 

penduduk, dibawah target nasional sebesar 13 per 100.000 penduduk. 

8. Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan 

akibat bencana dan/atau berpotensi bencana 

Indikator ini merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Kesehatan. Realisasi Cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk 

terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana tahun 

2019 sebesar 100% sudah mencapai target yang ditetapkan. Tercatat dalam 

laporan SPM Dinas Kesehatan Tahun 2019 jumlah target sasaran adalah sebesar 

50.696 orang dan keseluruhnya mendapatkan pelayanan kesehatan. 

9. Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko 

pada situasi KLB Provinsi 

Indikator ini merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) Bidang Kesehatan. Realisasi Cakupan pelayanan kesehatan bagi orang yang 

terdampak dan beresiko pada situasi KLB provinsi tahun 2019 sebesar 100% 

sudah mencapai target yang ditetapkan. Tercatat dalam laporan SPM Dinas 

Kesehatan Tahun 2019 jumlah target sasaran adalah sebesar 3.900 orang dan 

keseluruhnya mendapatkan pelayanan kesehatan. 

10. Persentase Puskesmas yang mempunyai 5 (lima) tenaga kesehatan 

Indikator ini menggambarkan ketersediaan tenaga kesehatan unit 

pelayanan kesehatan dalam hal ini puskesmas. Capaian indikator ini pada tahun 

2019 sebesar 63,9 persen melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 45 

persen atau 142 persen dari target yang diharapkan 

11. Persentase bufferstock obat perbekalan kesehatan di provinisi NTB 

Realisasi indikator Persentase bufferstock obat/ perbekalan kesehatan di 

Provinsi NTB tahun 2019 sebesar 100% sudah mencapai target yang ditetapkan 

sehingga tingkat capaian kinerja juga mencapai 100%. Hal ini menunjukkan 

ketersediaan obat perbekalan kesehatan di tingkat Provinsi selama Tahun 2019 

mencukupi.  

12. Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi 

Realisasi indikator Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi di 

Provinsi NTB tahun 2019 sebesar 92,89% sudah melampaui target yang 
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ditetapkan sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 132,7% dari target yang 

diharapkan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan ada kualitas mutu 

fasilitas pelayanan kesehatan di provinsi NTB. 

13. Cakupan PMT Bumil KEK dan Balita Kurus 

Realisasi indikator Cakupan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ibu 

hamil kurang energi kronis (Bulmi) KEK dan Balita Kurus di Provinsi NTB tahun 

2019 sebesar 100% sudah mencapai target yang ditetapkan sehingga tingkat 

capaian kinerja juga mencapai 100% dari target yang diharapkan. Hal ini 

menunjukkan distribusi PMT bumil KEK dan Balita Kurus telah dilaksanakan 

dengan baik. 

14. Tingkat Layanan, perencanaan, administrasi, kepegawaian, dan keuangan 

organisasi  

Realisasi indikator Tingkat layanan perencanaan, administrasi kepegawaian 

dan keuangan organisasi di Provinsi NTB tahun 2019 sebesar 100% sudah 

mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunkukkan pelayanan administrasi, 

perencanaan, kepegawaian dan keuangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsi dinas kesehatan provinsi NTB telah berjalan dengan baik. 

  

 

2.3.2. Kinerja Anggaran/Keuangan 

 

Kinerja anggaran/keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan pada 

periode tertentu organisasi. Hasil pengukuran kinerja anggaran/keuangan dapat 

digunakan untuk perbaikan organisasi maupun operasional kegiatan berikutnya. 

Analisis kinerja anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi NTB dilakukan setiap 

berakhir tahun anggaran baik anggaran APBD maupun APBN atau anggaran lain 

yang sah seperti sponsor atau NGO.  

Realisasi anggaran kesehatan bersumber APBD di Dinas Kesehatan 

Provinsi NTB dan UPTD dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak berbeda dengan 

alokasinya, cenderung fluktuatif namun masih dalam kategori baik. Lebih detail 

gambaran kinerja anggaran dinas kesehatan provinsi NTB untuk program – 

program dalam kurun waktu Tahun 2015 hingga 2019 dapat dilihat pada Tabel 

2.6.
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Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi NTB 

(dalam ribuan) 

Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan 
Anggaran Tahun ke- 

Rata - rata 
pertumbuhan 

  
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

                                      

1 Program 
Pelayanan 

Administrasi 
Perkantoran 

   
4,196,788  

    
5,449,301  

    
5,493,990  

    
4,716,815  

           
5,465,001  

  
3,751,621  

    
5,092,616  

    
5,001,414  

    
4,442,807  

           
5,032,357  

         
89  

         
93  

         
91  

         
94  

         
92  

                 
5.25  

                 
5.91  

2 Program 
Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

   
3,632,199  

    
6,609,065  

    
4,056,411  

  
14,378,007  

           
6,571,963  

  
3,277,058  

    
5,781,086  

    
3,556,234  

    
7,684,942  

           
5,990,687  

         
90  

         
87  

         
88  

         
53  

         
91  

 
-16.22  

                 
1.55  

3 Program 

Peningkatan 
Displin 

Aparatur 

               

-    

          

8,000  

                

-    

                

-    

                       

-    

              

-    

          

8,000  

                

-    

                         

-    

          

-    

       

100  

          

-    

          

-    

          

-    

               

25.00  

               

25.00  

4 Program 
Peningkatan 

Kapasitas 

sumberdaya 
aparatur 

      
541,171  

      
391,535  

      
312,035  

      
171,000  

             
442,250  

    
401,254  

      
300,358  

      
212,355  

      
115,313  

             
333,321  

         
74  

         
77  

         
68  

         
67  

         
75  

 
- 21.21  

 
- 23.45  

5 Program 
Peningkatan 

Pengembangan 
Sistem 
Pelaporan 

Capaian 
Kinerja dan 

Keuangan 

      
112,050  

      
134,834  

      
106,444  

      
150,792  

             
197,427  

      
90,922  

      
123,520  

        
80,927  

      
126,951  

             
197,085  

         
81  

         
92  

         
76  

         
84  

       
100  

               
10.81  

               
11.40  
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(dalam ribuan) 

Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan 
Anggaran Tahun ke- 

Rata - rata 
pertumbuhan 

  
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

6 Program 
Peningkatan 

Kapasitas 
Pengelolaan 
Keuangan 

Daerah 

        
18,360  

      
115,390  

        
79,689  

        
86,033  

               
75,883  

      
17,100  

      
107,241  

        
66,801  

        
74,711  

               
70,382  

         
93  

         
93  

         
84  

         
87  

         
93  

                 
8.32  

                 
6.99  

7 Program Obat 
dan Perbekalan 
Kesehatan 

   
1,895,319  

    
2,540,844  

    
1,316,256  

    
1,107,259  

           
2,123,694  

  
1,781,350  

    
2,202,276  

    
1,273,238  

    
1,085,033  

           
1,924,245  

         
94  

         
87  

         
97  

         
98  

         
91  

 
- 9.66  

 
- 6.90  

8 Program Upaya 

Kesehatan 

Masyarakat 

   

3,462,071  

  

11,382,078  

  

12,564,127  

    

6,989,220  

           

3,364,134  

  

3,365,534  

  

11,420,978  

  

11,804,060  

    

6,550,978  

           

3,196,531  

         

97  

       

100  

         

94  

         

94  

         

95  

 

- 27.13  

 

- 27.84  

9 Program 
Promosi 

Kesehatan dan 
Pemberdayaan 

Masyarakat 

   
7,772,780  

    
8,273,342  

    
5,074,045  

    
1,404,075  

             
738,765  

  
7,714,418  

    
8,082,455  

    
5,015,552  

    
1,303,785  

             
647,201  

         
99  

         
98  

         
99  

         
93  

         
88  

 
- 102.11  

 
- 110.68  

10 Program 

Perbaikan Gizi 
Masyarakat 

      

677,902  

    

2,143,276  

    

4,747,930  

    

1,302,378  

           

8,376,763  

    

593,289  

    

2,006,100  

    

4,457,936  

      

991,498  

           

6,950,357  

         

88  

         

94  

         

94  

         

76  

         

83  

 

- 14.22  

 

- 34.61  

11 Program 
Pengembangan 
Lingkungan 

Sehat 

      
947,700  

    
1,302,150  

    
3,936,180  

      
698,000  

             
159,700  

    
934,869  

    
1,136,767  

    
3,698,020  

      
696,534  

             
154,950  

         
99  

         
87  

         
94  

       
100  

         
97  

 
- 176.71  

 
- 173.35  

12 Program 

Pencegahan 
dan 

Penanggulangan 
Penyakit 

Menular 

      

457,166  

      

920,793  

      

867,769  

      

597,955  

           

1,308,754  

    

418,642  

      

825,776  

      

685,886  

      

570,170  

             

987,799  

         

92  

         

90  

         

79  

         

95  

         

75  

               

13.36  

               

12.72  
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(dalam ribuan) 

Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan 
Anggaran Tahun ke- 

Rata - rata 
pertumbuhan 

  
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

13 Program 
Kemitraan 

Peningkatan 
Pelayanan 
Kesehatan 

      
403,300  

      
307,806  

      
340,406  

      
160,430  

                       
-    

    
360,746  

      
285,287  

      
325,064  

      
159,851  

                       
-    

          
-    

         
93  

         
95  

       
100  

          
-    

 
- 33.41  

 
- 29.39  

14 Program 
Standarisasi 

pelayanan 
kesehatan 

        
96,000  

      
109,850  

      
410,891  

        
97,250  

           
4,732,848  

      
64,432  

        
97,694  

      
341,041  

        
52,074  

           
4,284,378  

         
67  

         
89  

         
83  

         
54  

         
91  

 
- 34.67  

 
- 87.68  

15 Program 

Pelayanan 

Kesehatan 
Penduduk 

Miskin 

      

420,086  

      

451,250  

      

618,400  

      

776,533  

             

261,940  

    

418,352  

      

444,190  

      

397,200  

      

773,945  

             

242,099  

       

100  

         

98  

         

64  

       

100  

         

92  

 

- 35.54  

 

- 44.25  

16 Program 

Pengadaaan, 
peningkatan 

sarana dan 
prasarana 

rumah 

sakit/rumah 
sakit 

jiwa/rumah 
sakit paru-
paru/rumah 

sakit mata 

   

2,152,562  

      

449,050  

    

1,119,650  

      

807,100  

         

13,469,049  

  

1,263,443  

      

417,000  

      

716,450  

      

803,298  

         

13,348,675  

         

59  

         

93  

         

64  

       

100  

         

99  

 

- 66.05  

 

- 14.10  
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(dalam ribuan) 

Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan 
Anggaran Tahun ke- 

Rata - rata 
pertumbuhan 

  
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

17 Program 
Pemeliharaan 

sarana dan 
prasarana 
rumah 

sakit/rumah 
sakit 
jiwa/rumah 

sakit paru-
paru/rumah 

sakit mata 

      
124,000  

        
35,000  

        
27,000  

        
50,000  

               
49,560  

    
101,130  

        
33,421  

        
26,148  

        
38,606  

               
38,411  

         
82  

         
95  

         
97  

         
77  

         
78  

 
- 59.70  

 
- 49.66  

18 Program 
Pelayanan 
Kesehatan 

Lansia 

      
186,062  

      
165,964  

      
186,000  

                         
-    

    
175,704  

      
164,202  

      
181,732  

             
94  

         
99  

         
98  

          
-    

          
-    

 
- 0.33  

                 
0.66  

19 Program 
Peningkatan 
Keselamatan 

Ibu Melahirkan 
dan Anak 

      
489,040  

      
835,540  

      
550,620  

      
125,000  

             
594,779  

    
482,653  

      
805,595  

      
471,674  

      
124,500  

             
587,580  

         
99  

         
96  

         
86  

       
100  

         
99  

 
- 67.95  

 
- 57.69  

20 Program 
Kebijakan dan 

Manajemen 
Pembangunan 
Kesehatan 

      
738,180  

      
379,083  

      
730,797  

      
265,150  

             
950,042  

    
414,171  

      
351,610  

      
698,379  

      
226,728  

             
865,127  

         
56  

         
93  

         
96  

         
86  

         
91  

 
- 37.53  

 
- 25.59  

21 Program 
Sumber Daya 

Kesehatan 

      
496,896  

      
526,685  

      
627,025  

      
402,375  

             
916,080  

    
440,251  

      
508,951  

      
613,752  

      
393,870  

             
143,182  

         
89  

         
97  

         
98  

         
98  

         
16  

                 
5.48  

 
- 50.08  
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(dalam ribuan) 

Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan 
Anggaran Tahun ke- 

Rata - rata 
pertumbuhan 

  
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

22 Program 
Penyediaan 

sarana dan 
prasarana 
sanitasi dasar 

               
-    

                
-    

                
-    

                
-    

           
1,914,804  

              
-    

                
-    

                
-    

                
-    

           
1,811,147  

          
-    

          
-    

          
-    

          
-    

         
95  

               
25.00  

               
25.00  

23 Program 

Peningkatan 
Mutu 
Pelayanan 

Kesehatan 
BLUD 

   

2,197,286  

    

3,411,179  

    

2,481,214  

    

2,487,084  

           

1,727,678  

  

1,824,309  

    

2,700,961  

    

2,309,492  

    

1,555,248  

           

1,665,284  

         

83  

         

79  

         

93  

         

63  

         

96  

 

- 11.40  

 

- 6.60  
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Berdasarkan Tabel 2.6 dapat diketahui kinerja anggaran Dinas Kesehatan 

dalam 5 (lima) tahun terakhir secara umum terlaksana dengan baik. Program – 

program prioritas seperti program perbaikan gizi masyarakat, program 

pengembangan lingkungan sehat, program sarana dan prasarana sanitasi dasar, 

program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak serta program 

pelayanan berjalan dengan baik, dengan rata – rata rasio realisasi terhadap 

anggaran diatas 80 persen. Pada beberapa program yaitu program promosi 

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, program standarisasi pelayanan 

kesehatan dan pengembangan lingkungan sehat terjadi perubahan anggaran yang 

signifikan karena adanya anggaran untuk instentif kader posyandu, pembangunan 

MCK dan pengadaan ambulans yang merupakan bentuk pokok pikiran (POKIR) 

Dewan legaslatif provinsi NTB.  

Secara umum trend pertumbuhan baik anggaran maupun realisasi 

anggaran menunjukkan trend negative, hal ini disebabkan alokasi anggaran Dinas 

Kesehatan masih banyak bergantung dari dana transfer pusat ke daerah, sehingga 

adanya perubahan kebijakan dipusat menyebabkan struktur anggaran di daerah 

berubah.  

2.4.  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan/Program Dinas 

Kesehatan 

 

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 H (ayat 1) 

diamanatkan bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan, dan 

ditegaskan dengan pasal 34 (ayat 3) yang menyebutkan bahwa Negara 

bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 

pelayanan umum yang layak. Disisi lain, semakin kritisnya masyarakat akan 

pelayanan kesehatan sebagai ekses dari globalisasi dan peluang persaingan yang 

semakin terbuka, mengharuskan sektor kesehatan beradaptasi dan melakukan 

inovasi-inovasi atau pengembangan pelayanan untuk menjawab tantangan yang 

ada. 

1. Peluang  

Adapun peluang yang dapat mendukung kelancaran Dinas Kesehatan 

Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan 

adalah sebagai berikut: 

a. Adanya regulasi tingkat provinsi tentang kesehatan (PERDA RPJMD, Generasi 

Emas, Penyakit Menular, Perda KTR, Pergub dll) 

b. Adanya Tim/Forum koordinasi lintas sectoral yang dapat mendukung 

program – program pembangunan kesehatan 
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c. Adanya potensi pemberdayaan masyarakat dalam mendukung program-

program kesehatan melalui kader posyandu, dai kesehatan, dan tokoh 

masyarakat lainnya 

d. Adanya kerjasa antara pemerintah provinsi dengan pusat dan kabupaten/kota 

terkait program – program pembangunan kesehatan 

e. Tersedianya dukungan anggaran untuk program kesehatan baik dari APBD 

Provinsi maupun APBN dan Dana Bantuan/Hibah. Anggaran yang memadai 

memungkinkan pelaksanaan program kesehatan, pembangunan/rehabilitasi 

sarana kesehatan, peremajaan peralatan kesehatan maupun pengadaan obat – 

obatan. 

f. Terbukanya kesempatan untuk peningkatan kompetensi baik untuk mengikuti 

Pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi maupun diklat – diklat teknis 

untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia kesehatan 

2. Tantangan 

Dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Dinas Kesehatan Provinsi NTB 

selain peluang yang dimiliki, masih ditemui tantangan sebagai berikut: 

a. Bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat NTB ditengah 

meningkatnya penyakit menular dan penyakit tidak menular. Kondisi saat ini 

diketahui bahwa selain adanya penyakit menular yang belum tuntas seperti 

TB, malaria, diare dll muncul penyakit menular baru dalam bentuk risiko 

biologis, kimia, terorisme, radio-nuklir, penyakit zoonosis (penyakit tular 

hewan), kedarurat kesehatan masyarakat dan penyakit yang baru muncul 

(new emerging disease) seperti pandemi covid-19 di tahun 2020. Ditambah 

lagi mulai meningkatnya penyakit tidak menular seperti penyakit jantung 

koroner dan diabetes akibat gaya hidup masyarakat yang kurang melakukan 

aktivitas fisik dan mengkonsumsi sayur dan/atau buah-buahan menyebabkan 

beban ganda masalah kesehatan di NTB 

b. Bagaimana menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yang terlatih dan 

terlampir ditengah adanya kebijakan pemerintah daerah tentang mutasi 

tenaga kesehatan yang kurang efektif, dimana perpindahan tenaga kesehatan 

terjadi sebelum dilakukannya transfer knowledge sehingga tenaga yang 

terlatih digantikan dengan yang belum terlatih.  

c. Bagaimana memaksimalkan anggaran kesehatan agar tujuan dan sasaran 

program kesehatan dapat tercapai secara efektif dan efisien dimana diketaui 

bahwa anggaran kesehatan terbatas dan sebagian besar bergantung terhadap 

dana tranfer daerah dari pusat. 
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BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS 

KESEHATAN 

 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Dinas Kesehatan 

Permasalahan berkaitan dengan pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa 

Tenggara Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut: 

Table 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Dinas Kesehatan   

NO Bidang/ UPTD Masalah 

1 Bidang Kesehatan 

Masyarakat 

a) Koodinasi lintas program dan lintas sektor dalam 

upaya penanggulangan masalah gizi secara terpadu 

belum optimal 

b) Kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak belum 

sesuai standar baik dari sisi sarana prasarana 

maupun sumber daya manusia kesehatan 

c) Sarana, prasarana dan SDM pelayanan kesehatan 

remaja dan lansia masih terbatas 

d) Koordinasi dengan kabupaten/kota serta dengan 

lintas program dan lintas sektor dalam 

Pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan 

status kesehatan masyarakat masih belum 

maksimal,  

e) Sarana dan tenaga untuk promosi kesehatan 

masih terbatas serta perilaku dan kesadaran 

masyarakat masih rendah  

2 Bidang Pencegahan, 

Pengendalian Penyakit 

dan Kesehatan 

Lingkungan 

a) Ketersediaan sarana prasarana penunjang dan 

SDM terlatih dalam pencegahan dan pengendalian 

penyakit menular dan tidak menular masih 

terbatas 

b) Ketersediaan sarana sanitasi dasar pada masih 

belum merata 

c) Koordinasi dalam kesiapsiagaan, mitigasi dan 

penanggulangan bencana alam maupun non alam 

masih kurang optimal 

3 Bidang Pelayanan 

Kesehatan 

a) Ketersediaan dan kualitas sarana prasarana serta 

SDM Kesehatan di pelayanan kesehatan dasar 

masih belum merata dan sesuai standar 
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NO Bidang/ UPTD Masalah 

b) Koordinasi dan pengawasan fasilitas – fasilitas 

kesehatan mulai dari tingkat dasar sampai dengan 

rujukan belum optimal 

c) Data terkait ketersediaan pelayanan di fasilitas – 

fasilitas kesehatan dasar hingga rujukan belum 

terpadu 

4 Bidang Sumber Daya 

Kesehatan 

a) Pengaturan / regulasi penempatan tenaga 

kesehatan belum berjalan dengan baik 

b) Koordinasi pengembangan kompetensi tenaga 

kesehatan antara pusat dan daerah belum berjalan 

dengan baik 

5 Sekretariat a) Koordinasi perencanaan program kesehatan 

antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum 

optimal 

b) Pengelolaan administrasi keuangan masih belum 

berjalan optimal 

c) Pemeliharaan dan ketersediaan sarana penunjang 

perkantoran belum berjalan sesuai rencana dan 

pengelolaan asset belum tertib secara 

administrative 

6 Rumah Sakit Mata 

Provinsi NTB 

Tenaga kesehatan serta Sarana dan prasana 

pelayanan kesehatan mata belum memadai 

7 Balai Laboratorium 

Kesehatan Pengujian 

dan Kalibrasi 

a) Tenaga kesehatan serta Sarana dan prasana 

pelayanan laboratorium kesehatan dan pengujian 

kalibrasi masih terbatas 

b) Pemasaran penggunaan pelayanan pemeriksaan 

laboratorium kesehatan dan pengujian kalibrasi 

belum optimal  

8 Balai Pelatihan 

Kesehatan Provinsi 

NTB 

Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelatihan 

kesehatan terbatas 

9 Akademi Perawat 

Provinsi NTB 

a) Jumlah dan kualitas tenaga pengajar terbatas 

b) Sudah tidak dapat menerima mahasiswa baru lagi 

karena perubahan regulasi bahwa instansi 

pendidikan tingkat perguruan tinggi tidak lagi 

boleh dibawah pemerintah provinsi 
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3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil 

Gubernur 

Renstra Dinas Kesehatan disusun dengan memperhatikan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Tahun 2019 – 

2023 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang 

didalamnya memuat program – program pembangunan kesehatan yang akan 

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan maupun didukung oleh peran aktif masyarakat 

untuk kurun waktu 2019 – 2023 dan memberikan penekanan pada pencapaian 

sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan 

dan Sustainable Development Goals (SDG’s). Dalam rangka terselenggaranya 

pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka 

mencapai derat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya. 

Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Gubernur dan Wakil 

Gubernur Tahun 2019 – 2023 adalah “Membangun Nusa Tenggara Barat yang 

Gemilang”. Adanya kata kunci NTB Gemilang memiliki makna sebagai berikut: 

1. Suatu kondisi Masyarakat NTB yang mampu memenuhi hak – hal dasarnya di 

bidang ekonomi, social dan budaya, yang dipenuhi dari hasil kreatifitas dan 

inovasi SDM masyarakat NTB melalui pengelolaan SDA yang berkelanjutan. 

2. Suatu keadaan yang menggambarkan masyarakat NTB yang siap dan tanggap 

menghadapi berbagai bencana yang didukung oleh kelembagaan dan 

infrastruktur yang memadai 

3. Suatu kondisi masyarakat NTB yang aman, damai dan harmonis, yang 

didukung oleh Pemerintahan yang professional melayani, bebas dari KKN, 

transparan dan akuntabel, bersendikan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan 

universal dalam mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang baldatun 

toyyibatun warobbun ghofur. 

Visi NTB Gemilang kemudian diturunkan kedalam 6 (enam) misi 

pembangunan pemerintah provinsi NTB Tahun 2019 – 2023 yaitu: 

1. NTB Tangguh dan Mantap melalui penguatan mitigasi bencana dan 

pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah 

2. NTB Bersih dan Melayani melalui transformasi birokrasi yang berintergasi, 

berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi 

3. NTB Sehat dan Cerdas melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia 

sebagai pondasi daya saing daerah 

4. NTB Asri dan Lestari melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan 

yang berkelanjutan 
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5. NTB Sejahtera dan Mandiri melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi 

kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, 

pariwisata dan industrialisasi 

6. NTB aman dan berkah melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, 

berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan. 

Adapun misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang berkaitan langsung 

dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan adalah misi ketiga” 

NTB Sehat dan Cerdas” dan misi kelima “NTB Sejahtera dan Mandiri”. Kedua 

misi tersebut diturunkan menjadi tujuan dan sasaran sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB 

VISI: Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang 

Misi ke-3 : NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas 

sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah 

No Tujuan Indikator 

Tujuan 

Sasaran Indikator 

Sasaran 

1 Terwujudnya 

pengelolaan 
Kesehatan untuk 

SDM yang berdaya 
saing 

Indeks 

Kesehatan 

Meningkatnya 

derajat kesehatan 
dan gizi 

masyarakat 

Angka Harapan 

Hidup (Tahun) 

Persentase 
Balita Stunting 

(%) 

Misi ke-5: NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui 

penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan 

pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata 

dan industrialisasi 

2 Meningkatnya 

Pertumbuhan 

Ekonomi yang 
berkualitas 

Tingkat 

Kemiskinan 

Meningkatnya 

jaminan 

kesehatan dan 
sosial bagi 

penduduk miskin  

Cakupan 

penduduk 

miskin yang 
mendapatkan 

jaminan sosial 
dan kesehatan 

Terpenuhinya 

pelayanan dasar 

bagi penduduk 
miskin  

Proporsi rumah 

tangga dengan 

akses sanitasi 
layak 

 

Untuk mewujudkan misi ke – 3 “NTB Sehat dan Cerdas” diperlukan upaya 

peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu menjad pondasi daya saing 

daerah. Kualitas sumber daya manusia (SDM) ini dipengaruhi oleh status 

kesehatannya. Kondisi yang sehat memungkinkan SDM untuk beraktivitas secara 
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maksimal dan meningkatkan produktivitasnya sehingga mampu bersaing di era 

globalisasi dan industrialisasi saat ini. Dinas Kesehatan memiliki tugas dan fungsi 

dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat di provinsi NTB. Namun 

demikian ada 2 permasalahan utama yang dihadapi yaitu  

1. Angka Harapan Hidup di NTB masih jauh dibawah nilai capaian nasional 

Angka Harapan Hidup (AHH) di NTB tahun 2019 mencapai 66,28 tahun, 

artinya penduduk NTB yang lahir di Tahun 2019 memiliki harapan untuk hidup 

hingga berusia 66,28 tahun atau sekitar 66 tahun 3 bulan. Angka tersebut masih 

jauh dibawah AHH rata – rata nasional 71,34 tahun atau terpaut 5,06 tahun dari 

nasional. Angka Harapan Hidup menjadi salah satu indikator kualitas penduduk 

yang mempengaruhi nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah. IPM 

menjadi tolak ukur penilaian keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah. 

AHH mewakili dimensi kesehatan dalam perhitungan IPM, dimana kesehatan 

merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas serta keberhasilan 

pendidikan yang juga bertumpu pada kesehatan yang baik. Peran ganda sebagai 

input maupun output menyebabkan kesehatan sangat penting dalam pembangunan 

ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya – upaya lebih strategis dalam 

meningkatkan Angka Harapan Hidup sehingga dapat mendukung keberhasilan 

pembangunan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan di NTB. 

2. Persentase balita stunting yang masih tinggi 

Persentase balita stunting di NTB menurut hasil RISKESDAS Tahun 2018 

adalah 33,49 persen, artinya 1 dari 3 balita yang ada di NTB mengalami kondisi 

stunting. Kesehatan anak merupakan modal utama untuk pertumbuhan yang 

optimal. Tumbuh kembang anak yang berlangsung baik sejak masa bayi hingga usia 

sekolah akan menjadikannya manusia yang penuh potensi bagi kehidupan di masa 

yang akan datang. Perkembangan fisik yang telah dicapai anak pada usia sekolah 

sangat ditentukan oleh asupan gizi sejak bayi, bahkan Ketika masih di dalam 

kandungan. Stunting adalah salah satu kondisi kegagalan mencapai perkembangan 

fisik yang diukur berdasarkan tinggi badan menurut umur. Batasan stunting 

menurut WHO yaitu tinggi badan menurut umur berdasarkan Z-score sama 

dengan atau kurang dari -2SD dibawah rata – rata standar.   

Permasalahan stunting pada anak disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi 

yang buruk, terutama disebabkan oleh masalah kekurangan gizi yang berawal dari 

masalah kemiskinan, politik, budaya, serta kedudukan perempuan di masyarakat.  

WHO menyebutkan bahwa pada dasarnya setiap anak mempunyai kemampuan 

yang sama dalam hal pertumbuhan, namun peran lingkungan akan sangat 

mempengaruhi seorang anak untuk bisa tumbuh tinggi. Dampak yang diakibatkan 

oleh stunting dapat terbagi menjadi dua yaitu jangka pendek dan jangka Panjang. 

Dampak jangka pendek diantaranya dapat menyebakan peningkatan mortalitas 
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dan morbiditas, di bidang perkembangan berupa penurunan kognitif, motoric, dan 

Bahasa pada balita, dan di bidang ekonomi berupa peningkatan pengeluaran biaya 

kesehatan. Stunting juga dapat menyebabkan dampak jangka panjang di bidang 

kesehatan berupa perawakan pendek, peningkatan risiko obesitas, penurunan 

kesehatan reproduksi, di bidang perkembangan berupa penurunan prestasi dan 

kapasitas belajar, serta di bidang ekonomi berupa penurunan kemampuan dan 

kapasitas kerja. Oleh karena itu misi pembangunan daerah Gubernur dan Wakil 

Gubernur Tahun 2019 – 2023 yang ketiga memiliki tujuan untuk meningkatkan 

derajat gizi masyarakat dengan sasaran penanggulangan dan penurunan masalah 

stunting di NTB. Perwujudan tujuan dan sasaran terus dapat dilakukan dengan 

upaya – upaya yang komprehensif melibatkan lintas sektor dan lintas program. 

Misi pembangunan selanjutnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi 

Dinas Kesehatan adalah misi ke - 5 “NTB Sejahtera dan Mandiri”, dimana 

diturunkan ke dalam tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang 

berkualitas. Berdasarkan analisa terkait tujuan pembangunan kepala daerah 

tersebut ada dua permasalahan yang diangkat yaitu: 

1. Cakupan jaminan kesehatan nasional belum universal  

Jaminan kesehatan nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme 

asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang – 

Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap 

orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Data 

Tahun 2019 menunjukkan cakupan JKN di NTB sudah mencapai 84 persen 

melebih target 73 persen yang ditetapkan. Walaupun demikian, capaian JKN 

tersebut masih belum mencapai universal atau 100 persen artinya, masih ada 

sebagian masyarakat NTB yang belum mendapatkan jaminan mendapatkan 

kebutuhan dasar kesehatan yang layak.  

Cakupan jaminan kesehatan yang universal merupakan sistem kesehatan 

yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap 

pelayanan kes yang ehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang 

bermutu dengan biaya yang terjangkau. Cakupan universal mengandung dua 

elemen inti yakni akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap 

warga, dan perlindungan risiko finansial Ketika warga menggunakan pelayanan 

kesehatan. Hasil penelitian kementerian kesehatan menunjukkan penyebab 

kematian tertinggi di Indonesia adalah penyakit tidak menular (PTM) berupa 

penyakit katastropik seperti jantung coroner, diikuti kanker, dan Diabetes 

Melitus.  Penyakit – penyakit tersebut memerlukan biaya pelayanan kesehatan 

yang tinggi dan terjadi pada setiap pada setiap laporan masyarakat miskin, 

menengah dan kaya. Dampak lebih berat akan dirasakan oleh masyarakat 
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menengah kebawah, apabila belum memiliki JKN kemudian terjangkit penyakit 

katastropik yang membutuhkan biaya besar, akibatnya akan mengalami 

permasalahan finansial yang akan menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan. 

Di satu sisi biaya pengobatan membutuhkan biaya tinggi, disisi lain hilangnya waktu 

produktivitas akibat penurunan status kesehatan berkurang. Oleh karena itu, 

cakupan jaminan kesehatan universal sangat dibutuhkan untuk menjamin 

terpenuhinya kebutuhan dasar pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, dan 

menekan angka kemiskinan akibat beban finansial pengobatan kesehatan.  

2. Belum meratanya akses terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat) dan 

sarana air minum yang memenuhi standar 

Cakupan akses terhadap sanitasi layak di NTB pada Tahun 2019 telah 

mencapai 75,02 persen, namun angka ini masih jauh dari ideal. Ketersediaan 

sanitasi yang layak selalu menghadapi kendala pada minimnya pendapatan 

masyarakat. Minimnya pendapatan masyarakat akan berdampak pada rendahnya 

kesadaran masyarakat terhadap pembangunan bidang sanitasi kesehatan. 

Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat akan lebih mendorong mereka untuk 

memberikan prioritas yang lebih besar pada kebutuhan dasar, sedangkan 

kebutuhan akan pembangunan fasilitas bidang sanitasi kesehatan belum dianggap 

terlalu penting. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan askes terhadap 

sanitasi layak di NTB perlu diperkuat lagi. Dinas Kesehatan dalam hal ini memiliki 

peran untuk melakukan pemicuan dan pembinaan ke kab/kota dan masyarakat 

akan pentingnya ketersediaan sanitasi layak untuk meningkat derajat kesehatan 

masyarakat.  

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota 

Dalam melaksanakan Rencana Jangka Menengah Daerah sebagai instansi 

teknis bidang kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Renstra Dinas 

Kesehatan mengacu pada Renstra Kemeterian Kesehatan. Renstra Kementerian 

Kesehatan Merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat 

program – program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung 

oleh Kementerian Kesehatan maupun melalui peran aktif masyarakat untuk kurun 

waktu 2020 – 2024 dan memberikan penekanan pada pencapaian sasaran 

Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dan 

Sustainable Development Goals (SDG’s) 

Penyusunan tujuan, sasaran dan kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Nus 

Tenggara Barat diharapkan dapat berkesinambungan dengan kebijakan kesehatan 

di tingkat Pusat maupun di tingat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Perbandingan Tujuan dan sasasan strategis RPJMD Provinsi NTB dengan Renstra 

Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024 dapat diuraikan pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.3 Perbandingan Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis RPJMD NTB dengan Renstra Kementerian Kesehatan 

RPJMD NTB TAHUN 2019 – 2023 RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020 - 2024 

No Tujuan RPJMD No Sasaran RPJMD No Tujuan Strategis No Sasaran Strategis 

1 Terwujudnya 

pengelolaan kesehatan 

untuk SDM yang 
berdaya saing 

1 Meningkatnya derajat 

kesehatan dan gizi masyarakat 

1 Peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat melalui pendekatan 

siklus hidup 

1 Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan 

gizi masyarakat 

2 Penguatan pelayanan kesehatan 

dasar dan rujukan 

2 Meninkatnya ketersediaan dan mutu 

fasyankes dasar dan rujukan 

3 Peningkatan pencegahan dan 

pengendalian penyakit dan 

pengelolaan kedaruratan kesehatan 
masyarakat 

3 Meningkatnya pencegahan dan 

pengendalian penyakit serta pengelolaan 

kedaruratan kesehatan masyarakat 

4 Peningkatan sumber daya kesehatan 4 Meningkatnya akses, kemandirian dan 
mutu kefarmasian dan alat kesehatan 

5 Meningkatnya pemenuhan SDM 
Kesehatan dan kompetensi sesuai 

standar 

1 Meningkatnya 
Pertumbuhan Ekonomi  

yang berkualitas 

1 Meningkatnya jaminan 
kesehatan dan sosial bagi 

penduduk miskin  

6 Terjaminnya pembiayaan kesehatan 

2 Terpenuhinya pelayanan dasar 

bagi penduduk miskin  

    5 Peningkatan tata Kelola 

pemerintahan yang baik, bersih dan 

inovatif 

7 Meningkatnya sinergisme pusat dan 

daerah serta meningkatnya tata Kelola 

pemerintahan yang baik dan bersih 

8 Meningkatnya efektivitas pengelolaan 

litangkes dan system informasi 

kesehatan untuk pengambilan keputusan 
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Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dianalisa bahwa tujuan dan sasaran strategis 

antara RPJMD Provinsi NTB dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 

selaras dan berkesinambungan. Tujuan strategis NTB dengan Kementerian 

Kesehatan sama - sama memfokuskan pada peningkatan derajat kesehatan. 

Sasaran strategis yang pertama adalah untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak 

serta peningkatan status gizi masyarakat. Sasaran selanjutnya adalah peningkatan 

ketersediaan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan 

pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan 

masyarakat, peningkatan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat 

kesehatan, peningkatan pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai 

standar, dan terjaminnya pembiayaan kesehatan.  

Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan merupakan urusan pemerintahan konkuren 

yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. 

Untuk itu pemerintah pusat Kementerian Kesehatan, Provinsi dan 

Kabupaten/Kota memiliki peran, kewenangan dan tanggung jawab masing – 

masing dalam urusan bidang kesehatan ini. Urusan pemerintahan bidang 

kesehatan terdiri dari upaya kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, 

sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman. Dinas Kesehatan Provinsi 

memikili peran kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut: 

1. Urasan upaya kesehatan: pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) 

Rujukan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota, pengelolaan 

Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) daerah provinsi dan rujukan tingkat 

daerah provinsi dan atau lintas daerah kabupaten/kota, dan penerbitan izin 

rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan daerah provinsi.  

2. Urusan SDM Kesehatan: perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan 

untuk UKM dan UKP Daerah provinsi.  

3. Urusan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman: penerbitan 

pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang peyalur alat 

kesehatan (PAK) serta penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT).  

4. Urusan pemberdayaan masyarakat: pemberdayaan masyarakat bidang 

kesehatan melalui tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organiassi swadaya 

masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi. 

Dinas Kesehatan Provinsi dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab 

tersebut bekerjasama dengan kementerian kesehatan dan dinas kesehatan 

kabupaten/kota. Dinas Kesehatan Provinsi berkoordinasi dengan Kementerian 

Kesehatan dalam hal penyelarasan program strategis pembangunan kesehatan 

serta pembiayaan kesehatan. Dibutuhkan koordinasi dan singergitas yang baik 

antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota agar pembangunan kesehatan dapat 

berjalan secara berkesinambungan dan selaras baik dari tingkat pusat, provinsi dan 

kabupaten/kota.  
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Dalam penyusunan dokumen rencana strategis ini, Dinas Kesehatan 

Provinsi juga memperhatikan permasalahan – permasalahan kesehatan yang 

dominan ada di 10 Kabupaten/Kota di NTB yaitu sebagai berikut: 

1. Masih adanya kasus kematian bayi dan ibu  

Kasus kematian bayi dan ibu menjadi salah satu faktor utama yang 

mempengaruhi tingkat harapan hidup penduduk disuatu daerah. Kasus kematian 

bayi Tahun 2018 paling banyak terjadi di kabupaten Lombok Timur yaitu 230 

kasus, dan tahun 2019 Kabupaten Lombok Timur kembali mencatat kasus 

kematian bayi terbanyak yaitu 288 kasus. Sementara untuk proporsi kematian 

bayi per 100 kelahiran hidup, Kabupaten Lombok Utara masih menempati tempat 

tertinggi pada tahun 2018 sebesar 19,26 per 1.000 kelahiran hidup, berhasil 

diturunkan menjadi 16,27 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2019. Kasus 

kematian bayi terendah tahun 2018 terjadi di Kota Bima dengan 24 kasus, dan 

pada tahun 2019 terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat dengan 18 kasus. Proporsi 

terendah tahun 2018 terjadi di Kabupaten Lombok Barat sebesar 2,04 per 1.000 

kelahiran hidup dengan kasus kematian bayi sebanyak 28 kasus, kemudian pada 

tahun 2019 proporsi terendah terjadi di Kabupaten Dompu sebesar 3,77 per 

1.000 kelahiran hidup dengan 21 kasus kematian bayi. 

Kasus kematian ibu melahirkan terbanyak pada tahun 2018 terjadi di 

Kabupaten Lombok Timur dengan 34 kasus dengan proporsi 124,95 per 100.000 

kelahiran hidup, namun pada tahun 2019 jumlah kasus kematian ibu melahirkan 

terbanyak di Kabupaten Lombok Tengah dengan 30 kasus dan proporsi 153,24 

per 100.000 kelahiran hidup. Kasus kematian ibu terendah pada tahun 2018 

terjadi di Kabupaten Dompu dengan 0 kasus, pada tahun 2019 yang terendah 

adalah  Kabupaten Sumbawa Barat dengan 2 kasus dengan proporsi 70,89 per 

100.000 kelahiran hidup. Masih adanya kasus kematian bayi dan ibu menyadi salah 

satu faktor utama penyebab Angka Harapan Hidup di NTB masih cukup rendah 

dibandingkan dengan rata – rata nasional.  

2. Status gizi balita masih belum optimal 

Status gizi dapat memberikan gambaran derajat kesehatan masyarakat di 

suatu wilayah yang diukur melalui berbagai indikator antara lain status gizi balita, 

GAKI, KEK dan anemia zat besi. Penilaian status gizi masyarakat biasanya 

menggunakan indikator status gizi balita. Status gizi adalah ekspresi dari keadaan 

keseimbangan dalam bentuk variable tertentu. Jika keseimbangan ini terganggu, 

maka cenderung terjadi gangguan pada pertumbuhan tubuh. Gangguan ini dapat 

tercermin dari perubahan pada berat badan (BB) dan tinggi badan (TB). 

Penilaian status gizi pada tahun 2019 dilakukan melalui pekan penimbangan 

pada bulan Februari dan Agustus, karena pada tahun 2018 dan 2019 sudah tidak 

lagi dilaksanakan survey pemantauan status gizi di Provinis NTB. Hasil 
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pemantauan pertumbuhan pada kelompok balita di Provinsi NTB Tahun 2019, 

menunjukkan bahwa balita yang ditimbang hanya sebesar 84,27 persen dari jumlah 

sasaran balita yang dilaporkan. Persentase ini jauh menuruh dari capaian tahun 

2018 yaitu 90,65 persen. Jumlah balita yang ditimbang terbanyak pada kabupaten 

Lombok Barat yaitu 96 persen sedangkan yang terendah di Kabupaten Sumbawa 

Barat yaitu 66,33 persen.  

Rincian hasil pengukuran status gizi menggunakan indeks berat badan 

menurut umur (BB/U), berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dan tinggi 

badan menurut umur (TB/U). Dari hasil pekan penimbangan yang sudah dilakukan 

di Provinsi NTB pada tahun 2019 diketahui balita gizi kurang (BB/U) sebesar 

13,54 persen, balita pendek (TB/U) 19,02 persen dan balita kurus (BB/TB) 

sebesar 4,10 persen. Pada Tahun 2019, di Provinsi NTB juga masih ditemukan 

balita yang berpostur pendekdan sangat pendek (stunting) sebesar 70.669 balita, 

kasus tertinggi ada di Kabupaten Lombok Tengah dengan 19.235 balita stunting 

dan terendah di Kota Mataram dengan 1.442 balita stunting. 

Indikator panjang atau tinggi badan dapat mencerminkan gizi masa lalu 

anak, yaitu gizi ketika masih dalam kandungan hingga 2 tahun pertama 

kehidupannya. Penanganan masalah pendek dan sangat pendek (stunting) harus 

menjadi perhatian bersama, strategi penanganan untuk anak – anak pendek dan 

sangan pendek adalah dengan memperbaiki jumlah dan biovabilitas mikronturien 

dalam diet dengan cara meningkatkan konsumsi makanan bersumber hewani dan 

bukannya meningkatkan asupan energi. Selain itu perlu adanya intervensi untuk 

menurunkan angka kemiskinan karena akan sangan berpengaruh terhadap pola 

konsumsi masyarakat, disampng juga meningkatkan sosialisasi untuk memperbaiki 

pola asuh terutama dalam pemberian makanan pada anak dan gizi anak selama 

dalam kandungan 

3. Masih tingginya kejadian penyakit menular dan tidak menular 

Kabupaten/Kota di provinsi NTB menghadapi transisi demografi dan 

transisi epidemiologi yang mengakibatkan terjadinya transisi penyakit dan beban 

ganda masalah kesehatan. Beban ganda terjadi karena permasalahan penyakit 

menular masih menjadi masalah sementara trend penyakit telah bergeser kearah 

Penyakit Tidak Menular. Penyakit menular seperti TB, pneumonia balita, HIV-

AIDS, Diare dan Kusta masih menjadi permasalahan di NTB. Jumlah Kasus TB 

terbanyak pada Tahun 2019 ada di Kabupaten Lombok Timur sebesar 1.521 

kasus diikuti Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah sebesar 1.095 kasus 

sedangkan yang terendah ada di Kota Bima sebesar 262 kasus. Jumlah penemuan 

Pneumonia balita Tahun 2019 yang paling tinggi juga berada di Kabupaten 

Lombok Timur sebesar 6.747 kasus diikuti Lombok Barat sebesar 4.133 kasus, 

sedangkan yang terendah ada di Kabupaten Sumbawa Barat sebsar 280 kasus. 

Jumlah kasus Diare yang dilayani paling banyak terjadi di Kabupaten Bima sebesar 
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62,96 persen diikuti Kabupaten Lombok Timur sebesar 60 persen, sedangkan 

yang terendah yang dilayani adalah di Kota Mataram sebesar 29,16 persen. Jumlah 

Penemuan Kasus Baru Kusta paling tinggi di Kabupaten Bima sebesar 132 kasus, 

diikuti Kabupaten Dompu 34 kasus, sedangkan yang paling rendah adalah di 

Kabupaten Lombok Utara sebesar 3 kasus.  

Adanya wabah penyakit atau Kejadian Luar Biasa (KLB) juga menimbulkan 

dampak yang luas tidak hanya kesehatan namun juga memiliki sosial, politik dan 

ekonomi. Tahun 2019 di Provinsi NTB telah terjadi 39 KLB dengan jumlah 

penderita 717 orang. KLB tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 

2018 yaitu sebanyak 31 KLB. Jumlah penderita yang terdampak KLB tahun 2019 

sebanyak 717 oranng lebih rendah dibandingkan jumlah penderita KLB Tahun 

2018 sebanyak 1.258. Sebagian besar KLB tersebut tahun 2019 merupakan KLB 

keracunan makanan, selain itu terdapat juga jenis KLB Rabies, DBD dan suspek 

Campak. Jumlah KLB terbanyak terjadi di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 32 

KLB, diikuti Lombok Tengah sebanyak 28 KLB dan Sumbawa 25 KLB, sedangkan 

yang terendah terjadi di Kabupaten Lombok Utara sebanyak 8 KLB. Munculnya 

penyakit baru yaitu Coronavirus 2019 (COVID-19) yang menjadi wabah penyakit 

global atau pandemic juga menyebabkan meningkatnya angka kesakitan dan 

kematian. Hingga bulan November Tahun 2020 jumlah konfirmasi kasus COVID-

19 sebesar 4.242 kasus, dengan jumlah kematian sebesar 230 kematian akibat 

COVID-19. Jumlah kasus terbanyak terjadi di Kota Mataram sebanyak 1.285 

kasus, diikuti Kabupaten Lombok Barat sebanyak 725 kasus dan Lombok Timur 

555 kasus, sedangkan jumlah konfirmasi kasus COVID-19 yang terendah ada di 

Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 77 kasus. Penguatan Surveilans Epidemiologi 

dan Imunisasi/Vaksinsasi, beserta kapasitas Laboratorium untuk testing perlu 

ditingkat untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular. 

Disamping Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular (PTM) juga 

membutuhkan perhatian yang lebih serius. Penyakit Tidak Menular merupakan 

penyakit kronis, tidak ditularkan dari orang ke orang. PTM mempunyaki durasi 

yang panjang dan umumnya berkembang lambat. Empat jenis PTM utama menurut 

WHO adalah penyakit kardiovaskular (penyakit jantung koroner, stroke), kanker, 

penyakit pernafasan kronis (asma dan penyakit paru obstruksi kronis) dan 

Diabetes Melitus (DM). Double Burden of Diseases (2017), mencatat bahwa 

kematian akibat PTM di Provinsi NTB smeakin meningkat dan menjadi beban 

utama penyakit sejak tahun 2017 yang ditunjukkan dengan semakin tingginya 

proporsi penyebab kematian PTM dibandingkan penyakit menular (PM) dan 

cedera. Tahun 2017, proporsi PTM mencapai 70.82 persen sedangkan PM sebesar 

22,6 persen dan cedera 6,58 persen. Telah terjadi pergeseran penyabab kematian 

di Provinsi NTB. Empat dari lima besar penyebab kematian tahun 1990 di Provinsi 

NTB disebabkan oleh penyakit menular yaitu Lower respiratory infect, drug 

susceptible TB, Diarrheal diseases, neonatal preterm birth dan intracerebral hem, 
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sedangkan tahun 2017, empat dari lima besar penyebab kematian di Provinsi NTB 

disebabkan oleh penyakit tidak menular yaitu Ischemic heart disease, 

Intracerebral hem, Drug-susceptible TB, Ischemic stroke dan COPD. Deteksi dini 

dan penerapan perilaku hidup sehat dan bersih (PHBS) harus lebih ditingkatkan 

lagi sebagai upaya pencegahan dan pengendalian baik penyakit menular dan 

penyakit tidak menular.  

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD 

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki letak yang strategis bagi 

pembangunan diberbagai sektor, sehingga akan terjadi dinamisasi masyarakat baik 

dari dalam maupun luar wilayah. Kondisi demikian merupakan potensi besar 

terjadinya masalah – masalah kesehatan dimasa sekarang atau dimasa yang akan 

datang, sehingga diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang unggul dan 

mampu mengatasi secara efektif dan efisien terhadap permasalahan kesehatan 

yang muncul di masyarakat. Dalam Tata Ruang Wilayah telah ditetapkan kebijakan 

pengembangan struktur ruang dan kebijakan pola ruang. RTRW ini dijadikan 

acuan utama oleh Dinas Kesehatan dalam menepatkan lokasi pembangunan 

sarana kesehatan sehingga ketimpangan dalam pelayanan kesehatan dapat 

berkurang. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui upaya 

promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative diharapkan mampu melindungi dan 

mengembangkan kesehatan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya 

perumusan rencana pembangunan kesehatan perlu melibatkan berbagai sektor, 

sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting 

lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan 

informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi sistem data dan informasi. 

1.4.1 Telaahan Tata Ruang dan Wilayah 

Secara geografis, Provinsi NTB terletak antara 115°46’ - 119°05’ Bujur 

Timur dan 8°10’- 9°5’ Lintang Selatan dengan batas wilayah: sebelah utara Laut 

Jawa dan Laut Flores, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Selat 

Lombok & Provinsi Bali, dan sebelah timur Selat Sape & Provinsi Nusa Tenggara 

Timur. Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19 km² terdiri dari daratan 

seluas 20.124,48 km² (40,81%) dan perairan laut seluas 29.187,71 km² (59,19%) 

dengan panjang garis pantai 2.333 km. Terdapat dua pulau besar yaitu Pulau 

Lombok seluas 4.699,83 km² (23,35%) dan Pulau Sumbawa seluas 15.424,65 km² 

(76,65%) yang dikelilingi oleh 378 pulau-pulau kecil. 

Provinsi NTB terletak pada posisi geografis yang strategis, dilintasi oleh 

jalur “Sabuk Selatan Transnasional Banda Aceh-Kupang” merupakan jalur 

transportasi darat nasional yang terdapat. Selain itu, Provinsi NTB juga diapit dua 

Alur Pelayaran Internasional (API), alur pertama yang melintasi Selat Lombok dan 

alur kedua yang melintasi Selat Timor. Provinsi NTB juga masuk dalam wilayah 



 

67 
 

“Segi tiga emas tujuan wisata dunia “Bali-Komodo-Tana Toraja”. Dengan posisi 

geografis yang sangat strategis tersebut, pemerintah Provinsi NTB akan terus 

mendorong dan memfasilitasi pengembangan pembangunan kawasan kawasan 

strategis yang ada di NTB seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, 

Kawasan Teluk Saleh-Moyo-Tambora (SAMOTA), Global Hub Bandar Kayangan, 

Kawasan Industri Sumbawa Barat (SMELTER dan Industri turunannya), Kawasan 

Sangiang-Komodo-Sape (La SAKOSA) dan Kawasan Geopark Rinjani.  

Fungsi provinsi NTB menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Provinsi NTB Tahun 2020 – 2040 sebagai kawasan unggulan agrobisnis, pariwisata 

dan Industri akan berdampak pada lingkungan termasuk berdampak pada 

kesehatan masyarakat. Penyebaran penyakit menular seperti ISPA, diare, 

HIV/AIDS, dan penyakit infeksi lainnya akan semakin meluar dengan adanya 

perkembangan pariwisata dan industry. Terutama dengan munculnya pandemi 

COVID-19 yang penyebarannya sangat terkait dengan mobilitas penduduk disuatu 

daerah ke daerah lainnya. Penguatan pelayanan kesehatan pada daerah – daerah 

pariwisata dan industri tersebut harus ditingkatkan.  

Provinsi NTB juga termasuk daerah rawan bencana alam seperti gempa 

bumi, tanah longsor, banjir, gunung berapi, tsunami, angin topan, gelombang 

pasang, tanah kekeringan dan rawan bencana akibat keselah manusia. Sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal, kesehatan penduduk yang terdampak atau 

berisiko akibat bencana dan KLB provinsi merupakan tanggung jawab pemerintah 

Provinsi. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya strategis untuk penanganan dan 

mitigasi dampak akibat bencana baik bencana alam maupun bencana non-alam. 

1.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup yang Strategis  

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah 

rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan 

bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi 

dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. 

Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya menjamin keutuhan lingkungan hidup 

serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup manusia  

Rencana pembangunan berkelenjutan provinsi NTB dirumuskan dalam 

Dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable 

Development Goals (SDGs). TPB/SDGs merupakan skema pembangunan yang 

menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan menjaga kualitas 

lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya 

tata Kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke 

generasi ke generasi berikutnya. Provinsi NTB telah merumuskan program – 
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program dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui 

Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Provinsi NTB Tahun 2017 – 2019.  

Berdasarkan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Provinsi NTB Dinas 

Kesehatan terkait dalam pilar sosial dan pilar lingkungan. Dalam pilar sosial tujuan 

pertama “mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun” dan tujuan ketiga 

“Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh 

penduduk semua usia”. Sedangkan pilar lingkungan terkait tujuan keenam 

“menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang 

berkelanjutan untuk semua.  

Target – target TPB/SDGs yang terkait Dinas Kesehatan adalah sebagai 

berikut: 

1. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat 

bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 

mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan 

2. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua 

orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi 

rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup 

sepanjang tahun. 

3. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 

per 100.000 kelahiran hidup. 

4. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat 

dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian 

Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka 

Kematian Balita 25 per 1.000. 

5. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat 

penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta 

meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. 

6. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko 

keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses 

terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas dan 

terjangkau bagi semua orang 

7. Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai 

dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat 

terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, 

serta kelompok masyarakat rentan. 

Ada beberapa indikator pada tujuan ketiga yang sudah dilaksanakan namun 

belum mencapai target pada tyaitu: 
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1. Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun 

2. Kepadatan dan distribusi tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan 

masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan dan tenaga kesehatan gizi 

Menurut Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018 prevalensi obesitas 

penduduk usia diatas 18 tahun di NTB mencapai 11,8 persen. Tingginya angka 

prevalensi obesitas ini disebabkan oleh perubahan perilaku gaya hidup yang 

kurang beraktivitas fisik dan konsumsi makanan yang kurang bergizi. 

Perkembangan teknologi menyebabkan kebutuhan manusia yang menuntut segala 

hal cepat dan praktis. Oleh karena itu konsumsi makanan yang cepat saji yang 

kurang mengandung zat gizi yang seimbang menjadi faktor pemicu meningkatnya 

angka obesitas. Selain itu tuntutan ekonomi dan ketersediaan ruang terbuka hijau 

menyebabkan waktu untuk melakukan aktivitas fisik berolah raga berkurang, yang 

juga memicu obesitas.  

Selanjutnya terkait kepadatan dan ketersediaan tenaga kesehatan yang 

belum mencapai target disebabkan oleh distribusi tenaga kesehaan yang belum 

merata antara perkotaan dan pedesaan. Tenaga Kesehatan masih banyak terpusat 

di daerah perkotaan dibandingkan pedesaan. Oleh karena itu dibutuhkan 

penyusunan dan analisa perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan hingga tingkat 

pedesaan sebagai dasar pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan melalui Calon 

Pegawai Negari Sipil dan penempatan Nusantara Sehat. 

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis 

Berdasarkan identifikasi permasalahan – permasalahan pembangunan 

kesehatan yang ada melalui analisis faktor internal dan ekternal Dinas Kesehatan, 

dapat dirumuskan 3 (tiga) isu strategis pembangunan kesehatan Dinas Kesehatan 

Provinsi NTB untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut: 

1. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat  

Derajat kesehatan masyarakat di NTB masih relatif rendah dilihat dari 

Angka Harapan Hidup (AHH) yang masih jauh dibawah rata – rata nasional dan 

masih tinggi persentase balita stunting. Adapun faktor penghambat yang 

menyebabkan masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat adalah sebagai 

berikut: 

a. masih adanya persalinan tanpa dibantu oleh tenaga kesehatan serta tingginya 

angka pernikahan usia anak menyebabkan Jumlah kematian bayi dan ibu masih 

cukup tinggi 

b. Pola hidup masyarakat yang kurang melakukan aktivitas fisik dan konsumsi 

makanan yang bergizi serta surveilans epidemiologi penyakit yang belum 

berjalan optimal menyebabkan belum optimalnya pencegahan dan 

pengendalian penyakit menular dan tidak menular 
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c. Masih terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terakreditasi serta 

rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk belum sesuai standar 

menyebabkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masih belum optimal 

d. Distribusi tenaga kesehatan belum merata antara daerah perkotaan dan 

pedesaan serta kualitas SDM Kesehatan yang belum memadai menyebabkan 

rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk masih rendah 

e. Kompetensi tenaga dalam hal managemen supply chain obat – obatan belum 

memadai serta sosialisasi penggunaan obat rasional masih kurang 

menyebabkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan masih belum 

memadai dan penggunaan obat secara rasional belum terlaksana dengan 

optimal 

f. Perubahan regulasi di daerah terkait penetapan kader posyandu serta 

ketersediaan sarana prasasana pelayanan posyandu belum memadai 

menyebabkan masih rendahnya cakupan Posyandu Aktif. 

g. Masih rendahnya asupan makanan yang bergizi untuk balita salah satunya 

karena masalah ekonomi 

h. Pola asuh balita yang masih belum tepat dikarenakan pengetahuan dan 

kesadaran ibu/pengasuh balita yang masih rendah akan pentingnya konsumsi 

gizi yang seimbang untuk balita 

i. Masih adanya penyakit infeksi seperti TB, Diare, ISPA termasuk pneumonia 

dan penyakit lainnya yang terkait erat dengan petumbuhan balita 

j. Deteksi dini melalui surveilans gizi belum optimal 

Adapun faktor pendorong yang dapat meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat NTB adalah sebagai berikut: 

a. Adanya pelayanan Antenatal Care Terpadu serta adanya kelas ibu hamil 

b. Adanya kerjasama lintas sektor dengan Dinas Pendidikan untuk penguatan 

kesehatan reproduksi pada usia remaja 

c. Adanya regulasi tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan 

regulasi tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 

d. Dukungan pembiayaan pemerintah pusat dan daerah terhadap peningkatan 

akses dan mutu pelayanan kesehatan, termasuk untuk mendukung Kawasan 

Ekonomi Khusus Madalika dan Event Internasional MotoGP, salah satunya 

pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Mandalika Provinsi NTB di 

Lombok Tengah 

e. Dukungan Sumber Daya Manusia Kesehatan dari pusat melalui program 

Nusantara Sehat 

f. Adanya kerjasama dengan perguruan tinggi dalam program Aksi Seribu Hari 

(ASHAR) mahasiswa 

g. Adanya peluang peningkatan kompetensi melalui jenjang perguruan tinggi 

maupun pelatihan – pelatihan teknis 

h. Pengawasan dan pembinaan dari provinsi ke kabupaten kota dalam hal supply 

management chain 
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i. Dukungan biaya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk ketersediaan obat dan 

perbekalan kesehatan di daerah 

j. Peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan dan bimbingan teknis 

k. Regulasi terkait penggunaan dana desa untuk mendukung pemberdayaan 

masyarakat di bidang kesehatan 

l. Adanya kader posyandu yang dapat memantau pertumbuhan dan 

perkembangan balita di wilayah posyandunya 

m. Adanya program Generasi Emas NTB (GEN) yang memberikan 

pendampingan 1000 hari pertama kelahiran 

n. Adanya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan balita 

Kurang Energi Kronis (KEK) 

o. Adanya regulasi pemerintah terkait kegiatan konvergensi penanggulangan 

stunting yang melibatkan lintas sectoral 

 

2. Belum optimalnya pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

Cakupan Jaminan Kesehatan (JKN) di NTB belum mencapai 100 persen, 

adapun faktor penghambat peningkatan cakupan JKN adalah sebagai berikut: 

a. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan asuransi 

kesehatan 

b. Kepatuhan masyarakat dalam pembayaran iuran untuk peserta mandiri masih 

rendah 

c. Pendataan kependudukan yang belum optimal, dimana penerima bantuan 

iuran (PBI) masih belum tepat sasaran 

d. Adanya perubahan komitmen kepala daerah kabupaten/kota untuk sharing 

pembiayaan iuran JKN untuk PBI 

Namun demikian ada beberapa faktor pendorong untuk melakukan 

perbaikan pengelolaan JKN di NTB yaitu: 

a. Regulasi penggunaan pendapatan dari pajak rokok untuk 50 persen nya 

digunakan untuk iuran JKN 

b. Pemutakhiran data kependudukan yang melibatkan lintas sektor Dinas Sosial, 

Dukcapil dan Badan Pusat Statistik 

c. Regulasi terkait kewajiban akreditasi fasilitas kesehatan untuk dapat 

bekerjasama dengan BPJS 

 

3. Belum optimalnya proporsi rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi 

layak  

Kondisi sanitasi yang beruk merupakan tempat berkembangnya penyakit 

menular yang dapat meyebabkan morbiditas masyarakat, adapun faktor 

penghambat peningkatan askes rumah tangga terhadap sanitasi layak adalah 

sebagai berikut: 
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a. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai sanitasi dan dampaknya 

terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat 

b. Perilaku masyarakat yang belum mendukung perilaku hidup sehat dan bersih 

c. Persepsi keliru yang menyatakan persoalan sanitasi adalah persoalan individu 

bukan persoalan masyarakat 

d. Adanya kesenjangan gender dalam proses pengambilan keputusan selalu 

menempatkan sanitasi pada urutan bawah dalam kebijakan publik 

e. Rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat untuk pengadaaan sanitasi layak 

dan air bersih 

 

Faktor pendorong yang dapat mendukun peningkatan akses sanitasi layak 

adalah sebagai berikut: 

a. Adanya kerjasama lintas sektoral dalam Pojka AMPL (Kelompok Kerja Air 

Minum dan Penyehatan Lingkungan) dengan BAPPEDA, Dinas Pekerjaan 

Umum, Biro Hukum dan BPMPD. 

b. Adaanya kelompok wirausaha sanitasi 

c. Adanya bantuan pembiayaan peningkatan akses sanitasi layak dari pusat 

melalui anggaran DAK dan bantuan organisasi internasional seperti UNICEF 

d. Adanya sistem informasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) berbasis 

website/atau mobilephone yang dapat membantu monitoring STBM dan 

mengupdate perkembangan kegiatan capaian STBM di lapangan. 

 

4. Belum optimalnya upaya pengarusutamaan gender di Bidang kesehatan 

dimana masih ada ketimpangan antara status kesehatan pada perempauan dan 

laki – laki.  

Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi pembangunan 

yang akan dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan gender 

melalui pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki - 

laki. Kesetaraan gender adalah wujud kesamaan kondisi laki – laki dan perempuan 

dalam memperoleh hak – haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan 

berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya dan kesamaan dalam 

menikmati hasil pembangunan.   

Isu – isu strategis permasalahan kesehatan di NTB berkaitan dengan  

derajat kesehatan masyarakat dan gizi masyarakat yang belum optimal, namun isu 

gender masih muncul dalam upaya penanggulan masalah tersebut seperti urusan 

kehamilan dan kelahiran, strategi peningkatan pemberian ASI, Safe Motherhood 

(keselamatan ibu pasca melahirkan), serta dalam hal reproduksi yang dituntut 
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penggunaan alat kontrasepsi, jumlah anak dan rujukan pelayanan lebih banyak 

menjadi urusan perempuan saja sedangkan laki – laki tidak.  

Perbedaan status kesehatan antara laki – laki dan perempuan juga masih 

menjadi permasalahan seperti yang dapat digambarkan pada Tabel 3.4 berikut: 

Tabel 3.4 Indikator Kesehatan berdasarkan Gender di Provinsi NTB Tahun 2019 

NO INDIKATOR SATUAN ANGKA/NILAI 

L P L+P 

A Kesehatan Keluarga     

1 Angka Lahir Mati 

(dilaporkan) 

Per 1.000 

Kelahiran 

Hidup 

9.1 6.2 7.7 

2 Angka Kematian Neonatal 

(dilaporkan) 

Per 1.000 

Kelahiran 

Hidup 

7.4 5.7 6.5 

3 Angka Kematian Balita 

(dilaporkan) 

Per 1.000 

Kelahiran 
Hidup 

9.7 7.7 8.7 

4 Angka Kematian Ibu Per 1.000 

kelahiran 

Hidup 

- 93.92 93.92 

B Pengendalian Penyakit     

5 Jumlah Kasus HIV Kasus 88 59 147 

6 Jumlah Kasus Baru AIDS Kasus 99 41 140 

7 Jumlah Kematian Akibat 

AIDS 

Jiwa 19 3 22 

8 Angka penemuan kasus 

baru kusta (NCDR) 

Per 100.000 

penduduk 

8 5 6 

9 Angka kesakitan 

(incidence rate) DBD 

Per 100.000 

penduduk 

30.4 28.2 58.6 

C Akses dan Mutu 

Pelayanan Kesehatan 

    

10 Cakupan kunjungan rawat 

jalan 

Persen 57.5 71.3 65.1 

11 Cakupan Kunjungan 

Rawat Inap 

Persen 3.5 4.3 3.9 

12 Angka Kematian Kasar 

(Gross Death Rate 

(GDR) di RS 

Per 1.000 

pasien keluar 

38.8 24.1 31 

13 Angka Kematian 

Murni/Nett Death Rate 

(NDR) di RS 

Per 1.000 

pasien keluar 

19.2 12.0 15.5 

 

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa masih ada perbedaan status kesehatan 

antara laki – laki dan perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019. 

Angka kelahiran hidup pada laki – laki lebih tinggi yaitu 9.1 per 1.000 kelahiran 

hidup dibandingkan perempuan yaitu 6.2 per 1.000 kelahiran hidup. Namun 

demikian angka kematian Neonatal dan Bayi juga lebih tinggi dibandingkan 

perempuan. Angka Kematian Ibu juga masih cukup tinggi di NTB pada Tahun 

2019 mencapai 93,29 per 1000 kelahiran hidup. Masalah pengendalian penyakit, 

Angka HIV dan AIDS serta DBD masih lebih juga masih lebih tinggi pada laki – 
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laki dibandingkan perempuan. Lebih lanjut terkait akses dan mutu pelayanan 

kesehatan, Cakupan kujungan rawat jalan dan rawat inap lebih banyak dilakukan 

oleh perempuan daripada laki – laki. Angka Kematian Kasar dan Angka Kematian 

Murni di RS pada perempuan lebih rendah daripada laki – laki. Oleh karena itu 

dalam penyusunan tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan pembangunan 

kesehatan harus memperhatikan unsur kesetaraan gender dan keadilan gender, 

sehingga perbedaan status kesehatan antara laki – laki dan perempuan dapat 

diatasi. 
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BAB IV  TUJUAN DAN SASARAN 

 

 

Penentuan Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara 

Barat mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi 

Nusa Tenggara Barat tahun 2019 – 2023, dan Renstra Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia. Adapun tujuan dan sasaran yang dicapai oleh Dinas Kesehatan 

Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai 

berikut:  

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan 

4.1.1 Tujuan  

Sebagai penjabaran Visi dan Misi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat, 

maka tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan sampai tahun 2023 adalah: 

1. Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur tercapainya tujuan ini 

adalah Angka Harapan Hidup 

2. Terwujudnya peningkatan status gizi masyarakat yang optimal. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur tercapainya tujuan ini 

adalah Persentase Balita Stunting. 

3. Terwujudnya peningkatan jaminan kesehatan bagi masyarakat. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari tujuan ini 

adalah Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional 

4. Terwujudnya peningkatan rumah tangga dengan akses sanitasi layak. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari tujuan ini 

adalah Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak 

4.1.2 Sasaran 

Adapun Sasaran yang akan dicapai Dinas Kesehatan Provinsi Nusa 

Tenggara Barat dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah: 

1. Menurunya kematian ibu dan bayi. Ada dua indikator yang digunakan 

untuk mengukur keberhasilan tercapainya sasaran tersebut. Indikator 

yang digunakan adalah Proporsi kematian ibu dan proporsi kematian 

bayi. 

2. Menurunnya prevalensi wasting. Indikator yang digunakan untuk 

mengukur keberhasilan penurunan prevalensi wasting adalah 

persentase wasting 
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3. Meningkatnya kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasiona (JKN) 

Penerima Bantuan Iuran (PBI). Indikator yang digunakan untuk 

mengukur tercapainya sasaran meningkatnya kepesertaan JKN PBI 

adalah cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) 

4. Meningkatnya kualitas penyehatan lingkungan. Indikator yang 

digunakan untuk mengukur tercapainya sasaran meningkatnya kualitas 

penyehatan lingkungan adalah Cakupan jamban memenuhi syarat. 

Selanjutnya penentuan target indikator tujuan dan sasaran Dinas 

Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk kurun waktu 5 tahun kedepan 

dijabarkan pada Tabel 4.1 berikut: 
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Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Tahun 2019 – 2023 

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
TUJUAN/SASARAN 

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- 

2019 2020 2021 2022 2023 

Target Realisasi Target Target Target Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) 

1 Terwujudnya Peningkatan derajat 
kesehatan masyarakat yang 
optimal 

  Angka Harapan Hidup 
        

66.07  
         

66.28  
        

66.48  
        

66.78  
        

67.08  
        

67.48  

Menurunnya kematian ibu 
dan bayi 

Proporsi Kematian Ibu 
        

93.00  
93.92  

        
90.00  

        
87.00  

        
84.00  

        
81.00  

Proporsi Kematian Bayi 
          

9.00  
7.69  

          
8.50  

          
8.00  

          
7.50  

          
7.00  

2 Terwujudnya Peningkatan status 
gizi masyarakat yang optimal   

Persentase Balita 
Stunting 

32.49 25.50  31.99 31.49 30.99 30.49 

Menurunnya Prevalensi 
Wasting 

Prevalensi Wasting 
        

13.41  
8.36  

        
12.41  

        
11.41  

        
10.00  

          
9.00  

3 Terwujudnya Peningkatan jaminan 
kesehatan bagi masyarakat   

Cakupan Jaminan 
Kesehatan Nasional 

        
73.00  

         
84.00  

        
75.00  

        
77.00  

        
80.00  

        
83.00  

    Meningkatnya Kepesertaan 
JKN PBI 

Cakupan Penerima 
Bantuan Iuran Jaminan  

        
59.00  

63.79  
        

61.00  
        

63.00  
        

65.00  
        

67.00  

4 Terwujudnya Peningkatan Rumah 
Tangga dengan akses sanitasi 
layak 

  
Proporsi rumah tangga 
dengan akses sanitasi 
layak 

        
72.62  

         
75.02  

        
79.36  

        
80.10  

        
80.91  

        
82.46  

    

Meningkatnya kualitas 
penyehatan lingkungan 

Cakupan Jamban 
memenuhi syarat 

        
70.00  

89.09  
        

75.00  
        

80.00  
        

85.00  
        

90.00  
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4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan dengan Tujuan 

dan Sasaran RPJMD 

  

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan merupakan turunan dari 

tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 

– 2023. Adapun Hubungan antara tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan dapat 

dilihat pada Tabel 4.2 berikut: 

No Visi dan Misi RPJMD Provinsi NTB RENSTRA DIKES 

TUJUAN 

RPJMD 

SASARAN 

RPJMD 

TUJUAN 

RENSTRA 

SASARAN 

RENSTRA 

 Visi: Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang 

1 Misi ke-3: NTB 

Sehat dan 

Cerdas 

Terwujudnya 

pengelolaan 

kesehatan 

untuk SDM 

yang berdaya 

saing 

Meningkatnya 
derajat 
kesehatan 
dan gizi 
masyarakat  
 

Terwujudnya 

Peningkatan 

derajat 

kesehatan 

masyarakat 

yang optimal 

Menurunnya 

kematian ibu 

dan bayi 

Terwujudnya 

Peningkatan 

status gizi 

masyarakat 

yang optimal 

Menurunnya 

Prevalensi 

Wasting 

2 Misi ke-5: NTB 

Sejahtera dan 

Mandiri 

Meningkatnya 
Pertumbuhan 
Ekonomi yang 
berkualitas  

Meningkatnya 
jaminan 
kesehatan 
dan sosial 
bagi 
penduduk 
miskin  
Terpenuhinya 
pelayanan 
dasar bagi 
penduduk 
miskin  
 

Terwujudnya 

Peningkatan 

jaminan 

kesehatan 

bagi 

masyarakat 

Meningkatnya 

Kepesertaan 

JKN PBI 

Terwujudnya 

Peningkatan 

Rumah 

Tangga 

dengan 

akses 

sanitasi 

layak 

Meningkatnya 

kualitas 

penyehatan 

lingkungan 
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Tujuan RENSTRA Dinas Kesehatan merupakan turunan langsung dari 

Saasaran RPJMD. Adapaun Sasaran RPJMD yang terkait dengan Dinas Kesehatan 

adalah sebagai berikut:  

1. Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat. Sasaran RPJMD ini 

diturunkan menjadi 2 (dua) tujuan RENSTRA Dinas Kesehatan yaitu 

terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan 

terwujudnya peningkatan status gizi masyarakat yang optimal. Kesehatan dan 

gizi masyarakat yang optimal dapat meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat dan mewujudkan Sumber Daya Manusia dalam hal ini masyarakat 

NTB yang berdaya saing.  

2. Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin. Sasaran 

RPJMD ini diturunkan menjadi 1 (satu) tujuan RENSTRA Dinas Kesehatan 

yaitu terwujudnya peningkatan jaminan kesehatan bagi masyarakat. 

Peningkatan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional diharapkan dapat menjadi 

perlindungan finansial bagi masyarakat agar tidak jatuh miskin akibat biaya 

kesehatan yang tinggi dan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang 

dibutuhkan sesuai standar 

3. Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin. Sasaran RPJMD ini 

diturunkan menjadi 1 (satu) tujuan RENSTRA Dinas Kesehatan yaitu 

terwujudnya peningkatan rumah tangga dengan akses sanitasi layak. 

Peningkatan rumah tangga dengan akses sanitasi layak diharapkan dapat 

mengurangi angka kesakitan akibat penyakit terkait lingkungan seperti diare, 

ISPA, dan secara tidak langsung berdampak pada penurunan angka kematian. 

Lebih lanjut peningkatan akses terhadap sanitasi layak menjadi indikator 

penurunan angka kemiskinan, karena terpenuhinya salah satu pelayanan dasar 

yaitu sanitasi yang layak. 
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BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Nusa 

Tenggara Barat, perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan untuk tercapainya 

tujuan dan sasaran organisasi tersebut. Strategi organisasi dalam pencapaian 

tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya 

– upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan 

ketersediaan sumber daya organisasi. Sedangkan kebijakan merupakan 

arah/tindakan berupa ketentuan – ketentuan, peraturan yang dijadikan petunjuk 

pelaksanaan bagi setiap kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan 

dicapai pada akhir tahun 2023.  

Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi NTB dalam 

melaksanakan pembangunan kesehatan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 

kedepan secara lebih jelas dapat dilihat melalui penjabarannya pada tabel T-C.26 

dibawah ini. 

 

Tabel T-C. 26 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bidang Kesehatan Provinsi NTB Tahun 

2019-2023  

Visi : 

“Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang” 

Misi 3 : 

NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia 

sebagai pondasi daya saing daerah 
 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

Terwujudnya 

Peningkatan 

Derajat 

Kesehatan 
Masyarakat yang 

optimal 

Menurunnya 

Kematian Ibu 

dan Bayi 

Peningkatan upaya 

pelayanan 

kesehatan ibu, 

anak dan 
kesehatan 

reproduksi  

Mengembangkan kerjasama 

dalam penyediaan sarana 

prasarana dan standar 

operasional (SOP) untuk 
layanan kesehatan ibu, anak 

dan kesehatan reproduksi 

Menguatkan pembinaan ke 

kab/kota untuk peningkatan 

kapasitas tenaga kesehatan 

dalam melaksanakan pelayanan 

kesehatan dengan pendekatan 
siklus hidup 

Peningkatan 
cakupan dan 

kualitas fasilitas 

pelayanan 

kesehatan 

Meningkatkan koordinasi dan 
evaluasi penyediaan fasilitas 

pelayanan kesehatan serta 

menjalin kemitraan dengan 

berbagai pihak 
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Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

Mengembangkan pembinaan ke 

kab/kota untuk meningkatkan 
kualitas SDM Kesehatan di 

fasilitas pelayanan kesehatan 

dasar dan rujukan 

Mendorong penerapan sistem 

manajemen mutu sesuai 

akreditasi fasyankes dengan 

melaksanakan SOP dan SPM 
serta memantapkan sistem 

rujukan 

Pemenuhan 

bufferstock obat 

dan perbekalan 

kesehatan di 

Provinsi NTB 

Meningkatkan koordinasi dan 

evaluasi Penyediaan obat dan 

perbekalan  

 Meningkatkan pemahaman 

masyarakat dan petugas 
tentang penggunaan obat 

rasional 

Peningkatan upaya 

pencegahan dan 

penanggulangan 

penyakit menular 

dan tidak menular 

Membentuk jejaring kemitraan 

serta penguatan koordinasi 

dan evaluasi dalam upaya 

pemenuhan kebutuhan sarana 

prasarana untuk pengendalian 
penyakit menular dan tidak 

menular 

Meningkatkan jejaring 

kemitraan dan penggerakan 

masyarakat dalam pelaksanaan 

surveilans dan penanggulangan 

bencana maupun KLB 

Membentuk jejaring kemitraan 
dan pergerakan masyarakat 

dalam program imunisai  

  Meningkatkan jejaring 
kemitraan dan koordinasi 

dalam pengelolaa pelayanan 

kesehatan bagi penduduk 

terdampak krisis kesehatan 
akibat bencana dan/atau 

berpotensi bencana 

  Meningkatkan jejaring 

kemitraan dan koordinasi 

dalam pengelolaan pelayanan 

kesehatan penduduk pada 

kondisi Kejadian Luar Biasa 

Peningkatan 

Kualitas dan 
Kuantitas Sumber 

Mengoptimalkan sistem 

perencanaan kebutuhan tenaga 
kesehatan  
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Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

Daya Kesehatan Mengembangkan pelaksanaan 

uji kompetensi tenaga 
kesehatan 

Meningkatkan koordinasi dan 
evaluasi distribusi dan 

pengembangan kualitas sumber 

daya manusia kesehatan 

Penguatan 

penyelenggaraan 

Sistem Informasi 

Kesehatan secara 
terintegrasi 

Mengembangkan sistem 
informasi kesehatan, 
pencatatan dan pelaporan 
berbasis IT 

Meningkatkan koordinasi dan 
evaluasi pengelolaan sistem 
informasi kesehatan di 
kab/kota 

Terwujudnya 

Peningkatan 

status gizi 

masyarakat yang 

optimal 

Menurunnya 

prevalensi 

wasting 

Peningkatan 

kualitas asupan 

gizi masyarakat 

Menyediakan obat dan/atau 

bahan penanggulangan masalah 

gizi 

Meningkatkan koordinasi, 

pembinaan dan evaluasi 

pelaksanaan Surveilans Gizi 

yang terstandar di  

 Penguatan 

Promosi 
Kesehatan dan 

pemberdayaan 

masyarakat 

Menguatkan kerjasama dan 

koordinasi dalam upaya 
pemberdayaan masyarakat 

melalui Revitaliasi 

Posyandu  

Meningkatkan jejaring 

kemitraan dan pembinaan 

program Gerakan Masyarakat 

Hidup Sehat (GERMAS) dan 
Perilaku Hidup Sehat dan 

Bersih (PHBS) di 

kabupaten/kota 

 Meningkatkan pelaksanaan 

komunikasi informasi dan 

edukasi (KIE) PHBS dalam 

rangka promotive dan 
preventif di tingkat daerah 

provinsi 

Misi 5 : 

NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, 
mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada 

pertanian, pariwisata dan industrialisasi 
Terwujudnya 

Peningkatan 

jaminan 

kesehatan bagi 
masyarakat 

Meningkatnya 

kepersertaan 

JKN PBI 

Peningkatan 

pengelolaan 

jaminan kesehatan 

masyarakat 

Meningkatkan kemampuan 
pengelola dan pemahaman 
masyarakat tentang Jaminan 
Kesehatan 

Mengoptimalkan alokasi 
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Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

pembiayaan jaminan 
kesehatan 

Terwujdunya 
Peningkatan 

Rumah Tangga 

dengan akses 

sanitasi layak 

Meningkatnya 
kualitas 

penyehatan 

lingkungan 

Peningkatan 
Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Lingkunngan 

Meningkatan pengawasan dan 
pembinaan terhadap kualitas 
sarana air minum dan tempat 
– tempat umum  

Meningkatkan jejaring 
kemitraan dalam peningkatan 

penggunanaan jamban keluarga 

melalui pemberdayaan 

masyarakat dan pembinaan 

kelompok wirausaha sanitasi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 
 

  



 

87 
 

BAB VI  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  

 

6.1 Rencana Program dan Kegiatan 

 

Dengan mengacu pada tujuan, sasaran dan strategi untuk mewujudkan 

sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilanya, 

maka Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Rencana 

Program, Kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan Indikatif untuk pelaksanaan 

program kesehatan kurun waktu 2019 – 2023. Penyusunan kodefikasi dan 

nomenklatur program kesehatan untuk tahun 2019 – 2020 mengacu pada 

Permendagri no 86 Tahun 2017. Sedangkan penyusunan kodefikasi dan 

nomenklatur program kegiatan tahun 2021 – 2023 mengacu pada permendagri no 

90 tahun 2019.  

Adapun rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Tahun 2019 – 2020 adalah: 

1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 

a. Kegiatan pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan anak 

b. Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan anak usia sekolah, 

remaja dan lansia 

2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak 

Menular 

a. Kegiatan pencegahan penularan penyakit endemic/epidemic 

b. Kegiatan peningkatan imunisasi 

c. Kegiatan peningkatan surveillance epidemiologi dan 

penanggulangan wabah 

3. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 

a. Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 

b. Kegiatan peningkatan pemerataan obat dan perbekalan 

kesehatan 

c. Kegiatan peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan 

kesehatan 

4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

a. Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi 

korban bencana 

b. Kegiatan peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah 

kesehatan 

c. Kegiatan pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan 

termasuk obat generik esensial 

5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 

a. Kegiatan penyusunan standar pelayanan kesehatan 
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b. Kegiatan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan 

kesehatan 

c. Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan 

tradisional 

d. Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan rujukan 

e. Kegiatan peningkatan mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan 

kesehatan  

6. Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan 

a. Kegiatan pengembangan sistem perencanaan penganggaran dan 

monev program kesehatan 

b. Kegiatan penyediaan sistem informasi kesehatan daerah 

7. Program Sumber Daya Kesehatan 

a. Kegiatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di Sarana 

pelayanan kesehatan 

b. Kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan termasuk 

pengembangan karir tenaga kesehatan 

8. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 

a. Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD 

9. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ 

rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata,  

a. Kegiatan pembangunan rumah sakit 

b. Kegiatan pengadaan alat alat kesehatan rumah sakit 

c. Kegiatan pengadaan meubeler rumah sakit 

d. Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit 

(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dll) 

e. Kegiatan pengadaan bahan – bahan logistik rumah sakit 

10. Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit 

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, 

a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala alat – alat kesehatan 

rumah sakit 

b. Kegiatan pemeliharaan rutin berkala ruang operasi 

11. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

a. Kegiatan penanggulangan masalah gizi masyarakat 

b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga 

sadar gizi 

12. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

a. Kegiatan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 

b. Kegiatan upaya kesehatan bersumber masyarakat 

c. Kegiatan peningakatan dan pengembangan Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat 

13. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 

a. Kegiatan penggunaan air bersih 
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b. Kegiatan peningkatan sarana tempat – tempat umum yang 

memenuhi syarat kesehatan 

14. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 

a. Kegiatan pelayanan operasi katarak 

b. Kegiatan dukungan pelaksanaan pelayanan kesehatan penduduk 

miskin dan JKN 

15. Program Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar 

a. Kegiatan peningkatan penggunaan jamba keluarga 

b. Kegiatan peningkatan sarana sanitasi melalui pemberdayaan 

masyarakat 

16. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  

a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat 

b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 

listrik 

c. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan 

d. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor 

e. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor 

f. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

g. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor 

h. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

i. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – 

undangan  

j. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman 

k. Kegiatan penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah 

l. Kegiatan penyediaan jasa adminstrasi dan teknis perkantoran 

m. Kegiatan penyelarasan program pemerintah daerah provinsi 

dan kabupaten/kota 

17. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor 

b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 

dinas/operasional 

c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor 

18. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal 

b. Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – 

undangan 

c. Kegiatan peningkatan mental dan fisik aparatur 

19. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 

realiasi kinerha SKPD 
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b. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 

c. Kegiatan penyusunan rencana kerja SKPD 

20. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 

a. Kegiatan peningkatan manajemen asset/barang milik daerah 

 

Rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara 

Barat Tahun 2021 – 2023 adalah sebagai berikut: 

1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya 

kesehatan masyarakat 

a. Kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan 

alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan 

Provinsi 

b. Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, 

UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi 

c. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara 

Terintegrasi 

d. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan fasilitas 

pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi 

2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan 

a. Kegiatan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia 

kesehatan untuk UKM dan UKP provinsi 

b. Kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi 

teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah provinsi 

3. Program sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman 

a. Kegiatan penerbitan pengakuan pedangan besar farmasi (PBF) 

cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK) 

b. Kegiatan penerbitan izin usaha kecil obat tradisional 

4. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 

a. Kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan 

peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah 

provinsi 

b. Kegiatan pelaksanaan komunikasi informasi dan edukas (KIE) 

perilakku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotive 

preventif tingkat daerah provinsi 

c. Kegiatan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan 

bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah provinsi  

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

a. Kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah 

b. Kegiatan administrasi keuangan 

c. Kegiatan administrasi umum 

d. Kegiatan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya 

aparatur   
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Adapun indikator program dan kegiatan serta target dan pendanaan Dinas 

Kesehatan Provinsi NTB dalam kurun waktu 2019 – 2023 dijabarkan pada Tabel 

terlampir. 

6.2 Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran dan Pendanaan 

Indikatif 

 

Pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Kesehatan harus dapat 

terukur dan tepat sasaran sesuai dengan sumber dana yang dimiliki. Adapun 

indikator kinerja program kegiatan beserta kelompok sasaran dan pendanaan 

secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 6.1. 

 

6.3 Program Unggulan Dinas Kesehatan 

 

Ada 3 (tiga) program unggulan Dinas Kesehatan yang mendukung RPJMD 

Provinsi NTB Tahun 2019 - 2023 yaitu: 

a. Revitalisasi Posyandu 

Revitalisasi Posyandu adalah suatu upaya untuk meningkatkan fungsi dan 

kinerja Posyandu. Revitalisasi Posyandu ditekankan pada upaya meningkatkan 

strata posyandu secara bertahap menuju posyandu keluarga yang melayani 

seluruh anggota keluarga dalam bentuk posyandu KIA, posyandu Remaja, 

Posbindu dan Posyandu Lansia serta deteksi dini berbagai persoalan social sebagai 

ujung tombak pelayanan masyarakat berbasis dusun. 

Adapun kegiatan utama dalam Revitaliasi Posyandu adalah 1) pelatihan, 

untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas kader; 2) pelayanan, dalam hal ini 

NTB mengembangkan inovasi yaitu Posyandu keluarga berupa pelayanan yang 

komprehensip dan integrasi antara Posyandu ibu anak, Posbindu, Posyandu 

remaja, Posyandu Lansia, BKB dan PAUD dalam 1 wilayah desa/kelurahan yang 

dilaksanakan dalam satu tempat dan waktu yang bersamaan; dan 3) penggerakan 

masyarakat. Upaya revitalisasi posyandu direncanakan melalui berbagai aktivitas 

yaitu: 

• Validasi Data Posyandu 

• Orientasi Kader Posyandu 

• Pemberian Sertifikat Kader Posyandu 

• Pengadaan Remaja Kit dan Lansia Kit 

• Pembinaan Teknis Posyandu 
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b. Program Generasi Emas NTB 

Program Generasi Indonesia telah dicanangkan pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas SDM dini dalam rangka 100 tahun kemerdekaan Indonesia, 

di tahun 2045. Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merespon positif 

program ini dengan mencanangkan program Generasi Emas NTB (GEN) yang 

implementasinya ditargetkan hingga tahun 2025. Program GEN menitikberatkan 

pada pembangunan sumber daya manusia dini yang tentunya diawali sejak dalam 

kandungan, atau dikenal sebagai 1000 Hari Pertama Kehidupan. Program ini 

diawali tahun 2014 dan akan dievaluasi pada akhir 2025, seiring berakhirnya 

RPJPD Provinsi NTB. 

Tujuan Umum dari program ini adalah lahirnya manusia NTB yang sehat, 

cerdas dan berprestasi pada tahun 2025. Sedangkan tujuan khusus dari program 

ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh dan 

berkembangnya anak – anak di NTB serta memberikan pelayanan yang terpadu 

dan berkesinambungan untuk anak NTB. Sasaran program GEN meliputi siklus 

perkembangan yaitu anak remaja (13 – 18 tahun), pasangan usia subur, ibu 

hamil/bersalin samapai anak usia 2 tahun (periode 1000 hari pertama kehidupan), 

balita dan pra sekolah serta anak usia sekolah (7 – 12 tahun).   

Secara umum ada 3 strategi atau bentuk program yang dilaksanakan yaitu 

pemberdayaan keluarga, integrasi institusi pelayanan dasar dan penguatan 

koordinasi dan sumber daya. Kegiatan unggulan dari program ini adalah ANC 

terpadu, kelas Ibu dan gizi, KB pasca persalinan, stimulasi tumbuh kembang anak 

(SDIDTK), pemberian makanan bayi dan anak (PMBA). 

c. Program Jamban Keluarga 

Program Jamban keluarga dilaksanakan untuk mendukung Gerakan 

BASNO (Buang Air Besar Sembarangan Nol) Provinsi NTB. Tujuan Gerakan 

BASNO adalah menurunkan angka kemiskinan dan kelaparan (gizi kurang) dari 

berbagai hal yang diakibatkan oleh penyakit berbasis lingkungan dan menurunkan 

angka kesakita pada penyakit berbasis lingkungan terutama Diare, ISPA secara 

tidak langsung akan berdampak pada penurunan angka kematian.  

BASNO merupakan kebijakan pemerintah daerah untuk mewujudkan 

perubahan perilaku yang hygine dan sanitasi di masyarakat dengan pendekatan 

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). STBM merupakan pendekatan untuk 

merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan 

metode pemicuan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program unggulan ini adalah  

• melakukan identifikasi/pemetaan masyarakat yang masih Buang Air Besar 

Sembarangan (BABS)  

• mendata akses jamban sesuai dengan kualitas sarana 

• penyediaan sarana sanitasi jamban bagi masyarakat 
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• peningkatan kapasitas fasilitator STBM 

• Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi serta verfikasi desa, kecamatan dan 

kabupaten BASNO/ODF 
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BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 
 

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan menjelaskan komitmen Dinas 

Kesehatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara 

Barat Tahun 2019 – 2023. Berikut indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi 

Nusa Tenggara Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019 - 

2023: 

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan 

Sasaran RPJMD 

 

NO Indikator Kondisi 

Kinerja 
pada 

awal 

periode 

RPJMD 

Target Realisasi Target Capaian Setiap 

Tahun 

Kondisi 

Kinerja 
pada 

akhir 

periode 

RPJMD 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Angka Harapan 

Hidup (Tahun) 

65,75 66,07 66,28 66,48 66,78 67,08 67,48 67,48 

2 Persentase 

Balita Stunting 

(%) 

33,49 32,49 25,5 31,99 31,49 30,99 30,49 30,49 

3 Cakupan 

Jaminan 

Kesehatan 

Nasional 

70,35 73 86,47 75 77 80 83 83 

4 Proporsi 

rumah tangga 
dengan akses 

sanitasi layak 

69,53 72,624 78,8 79,36 80,1 80,91 82,46 82,46 

 

Selain indikator kinerja pelayanan Dinas Kesehatan yang terkait langsung 

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023, terdapat pula indikator 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi bidang kesehatan sebagai berikut: 
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Tabel 7.2 Indikator Standar Pelayanan Minimal Provinsi Bidang Kesehatan Tahun 

2019 – 2023 

No Indikator Target Realisasi Target 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Persentase 

pelayanan 

kesehatan 

bagi 

penduduk 

terdampak 

krisis 

kesehatan 

akibat 

bencana 

dan/atau 

berpotensi 

bencana 

100 100 100 100 100 100 

2 Persentase 

pelayanan 

kesehatan 

bagi orang 

yang 

terdampak 

dan berisiko 

pada situasi 

KLB Provinsi 

100 100 100 100 100 100 

 

Sesuai dengan Undang – Undang Dasar dan Peraturan Pemerintah yang 

berlaku, Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan adalah merupakan 

ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan 

yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga 

negara. Sedangkan jenis pelayanan dasar SPM Bidang Kesehatan adalah jenis 

pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar 

minimal kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga Negara. Terdapat 2 jenis 

pelayanan dasar SPM Provinsi Bidang Kesehatan yaitu: 

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat 

bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, yaitu layanan minimal untuk 
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memenuhi kebutuhan kesehatan dasar penduduk terdampak krisis kesehatan 

akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi 

bencana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Capaian Kinerja Pemerintah 

Daerah Provinsi dalam melakukan pelayanan kepada sasaran kondisi bencana 

dan/atau berpotensi bencana dinilai menggunakan indikator persentase 

pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat 

bencana dan/atau berpotensi bencana. 

2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi, 

yaitu pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang terdampak dan berisiko 

pada situasi KLB sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan 

yang menyebabkan KLB. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam 

melakukan pelayanan kepada sasaran kondisi KLB di provinsi, dinilai dari 

persentase Jumlah penduduk kondisi KLB yang mendapat pelayanan 

kesehatan sesuai standar dibandingkan jumlah penduduk kondisi KLB dalam 

kurun waktu satu tahun. 
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BAB VIII PENUTUP 

 
 

 

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi NTB ini disusun 

sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kesehatan 

dalam kurun waktu Tahun 2019 – 2023, hasil pencapaiannya harus diukur dan 

digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja Dinas Kesehatan.   

Dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja dan sebagai masukan bagi 

perencanaan selanjutnya, renstra ini akan dievaluasi pada pertengahan dan akhir 

periode sesuai ketentuan yang berlaku.   

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen renstra 

ini tentunya memerlukan koordinasi, konsolidasi dan sinergi antara pemerintah 

baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta unsur non pemerintah baik swasta 

maupun kelompok masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan 

yang berkelanjutan, transparan serta akuntabel, diharapkan program 

pembangunan kesehatan dapat berjalan dengan berhasil guna dan berdaya guna 

secara optimal.  

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2019-2023 

melibatkan stakeholders terkait, karenanya kepada semua pihak yang bekontribusi 

dalam penyusunan Perubahan Renstra ini diucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya. Tentunya dokumen dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang 

diharapkan bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap 

jajaran kesehatan serta masyarakat.  

 

Mataram,    November 2020 

 

Kepala Dinas Kesehatan 
Provinsi Nusa Tenggara Barat, 

 
 

 

 

dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, 

Pembina Utama Madya (IV/d) 

          NIP. 19630623 198803 2 007 
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L A M P I R A N 



Target Rp Capaian Realisasi (Rp) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Terwujudnya Peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal

Angka Harapan Hidup (Tahun)
65,75 66,07 66,28 66,48        66,78        67,08        67,48        67,48        

Proporsi Kematian Ibu (per 

1000 KH)
93,00        90,00        87,00        84,00        81,00        81,00        

Proporsi Kematian Bayi (per 

1000 KH)
9,00          8,50          8,00          7,50          7,00          7,00          

Persentase persalinan di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

(persen)

94,25                95,00        594.779.621         95,36 587.580.500         96 3.046.616.000               

Pelayanan kesehatan ibu dan anak Jumlah puskesmas 

mendapatkan pendampingan 

teknis program kesehatan ibu 

dan anak (Puskesmas)

20 20 313.240.010         20 306.550.000         20 543.996.000                  

Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak usia 

sekolah, remaja dan lansia

Jumlah puskesmas yang 

mampu PKPR, PKRET dan 

Santun Lansia (Puskesmas)

30 30 281.539.611         30 281.030.500         30 2.502.620.000               

Persentase pelayanan 

kesehatan bagi orang yang 

terdampak dan berisiko pada 

situasi KLB (persen)

100 1.308.754.500     100 987.799.150         100 1.938.031.703               

Pencegahan penularan penyakit 

Endemik/Epidemik

Jumlah SDM Kesehatan yang 

ditingkatkan kapasitasnya 

dalam pencegahan & 

pengendalian penyakit 

menular/tidak menular 

(orang)

307 832.425.000         775.395.150         40 735.321.553                  

Peningkatan Imunisasi Jumlah Kabupaten/Kota 

dengan cakupan imunisasi 

dasar lengkap lebih dari 80% 

(kab/kota)

10 10 364.914.500         10 181.009.500         10 210.000.000                  

Peningkatan survellance Epidemiologi dan 

penanggulangan wabah

Jumlah analisis faktor resiko 

wabah yang dihasilkan 

(Analisis) 

10 10 111.415.000         44 31.394.500           10 992.710.150                  

Persentase Ketersediaan Obat 

dan perbekalan kesehatan (%)

95,51                96.00 1.372.444.680     99,64        1.174.489.002     96,50        3.756.843.830               

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Jumlah Jenis Pengadaan obat 

bufferstock di provinsi (jenis) 

15 15 784.672.400         15 779.969.002         20 192.177.830                  

Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan 

kesehatan

Jumlah obat dan perbekalan 

kesehatan yang 

didistribusikan ke 

kabupaten/kota sesuai 

kebutuhan (jenis)

120 120 80.272.280           171 78.950.000           120 84.687.000                     

Peningkatan Mutu penggunaan obat dan 

Perbekalan kesehatan

Jumlah Fasilitas pelayanan 

kesehatan yang menggunakan 

obat rasional (faskes) 

20 20 507.500.000         22 315.570.000         20 3.479.979.000               

Persentase pelayanan 

kesehatan bagi penduduk 

terdampak krisis kesehatan 

akibat bencana dan /atau 

berpotensi bencana provinsi  

(%)

100 655.500.000         100 490.430.600         100 113.860.000                  

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi 

korban bencana

Jumlah Lokasi yang ditangani 

Tim Gerak Cepat (TGC) dan 

Kluster Kesehatan (lokasi)

60 655.500.000         72 490.430.600         60 66.400.000                     

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan 

masalah kesehatan

Jumlah TGC yang dibina 0 -                               0 0 11 47.460.000                     

(4)

Menurunnya kematian ibu dan bayi

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan 

anak

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 

Menular/Tidak Menular

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

2019 2020 2021 2022 2023

Kondisi Kinerja pada 

akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah

TABEL TARGET INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN TAHUN 2019 -2023

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran, Program (outcome) 

dan kegiatan (output)

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Penanggu

ng - jawab

Lokasi



Target Rp Capaian Realisasi (Rp) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(4)

2019 2020 2021 2022 2023

Kondisi Kinerja pada 

akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran, Program (outcome) 

dan kegiatan (output)

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Penanggu

ng - jawab

Lokasi

Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan 

termasuk obat generik esensial

Jumlah jenis alat kesehatan 

dan perbekalan kesehatan 

termasuk obat generik 

10 14

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase  pelayanan  

kesehatan yang terakreditasi   

(%)

70 3.450.292.400     92,89 3.376.681.450     80 1.435.452.200               

Penyusunan standar pelayanan kesehatan Jumlah Jenis Akreditasi yang 

dilaksanakan

4 4

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan 

kesehatan

Jumlah laboratorium 

pelayanan kesehatan yang 

dievaluasi

40 30

Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan 

tradisional

Jumlah FKTP yang dibina agar 

memenuhi standar (FKTP) 

40 750.990.000         40 732.013.200         40 1.328.960.000               

Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan Jumlah rumah sakit yang 

melaksanakan sistem rujukan 

terintergrasi (RS) 

17 2.537.202.400     15 2.484.533.250     20 106.492.200                  

Peningkatan mutu dan akreditasi fasilitas 

pelayanan kesehatan 

Jumlah FKTP dan FKTL yang 

dibina untuk 
31 162.100.000         31 160.135.000         70 -                                         

Persentase ketersediaan alat 

kesehatan sesuai standar (%)

50 -                               37,5 -                               50 48.224.921.400            

Pembangunan Rumah Sakit Gedung rumah sakit mata 

yang terbangun (unit)
1 1 1 48.224.921.400            

Pengadaan Alat alat Kesehatan Rumah Sakit Jumlah alat kesehatan dan 

perbekalan kesehatan yang 
40 40 1

Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah Jumlah ambulance/mobil 

jenazah yang diadakan (unit) 

1 1 2

Pengadaan meubeler rumah sakit Jumlah Jenis Meubeler yang 

diadakan ]
0 5

Pengadaan Perlengkapan rumah Tangga rumah 

sakit (Dapur, ruang Pasien, Loundry, ruang tunggu, 

dll)

Jumlah jenis perlengkapan 

rumah tangga rumah sakit 

yang diadakan (jenis)

2 2

Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit Jumlah Bahan Kimia dan 

bahan Habis pakai yang 
60 63 80

Persentase sarana dan 

prasarana yang terpelihara 

(%)

100 -                               100 -                               -                                         

Pemeliharaan rutin/berkala Ruang Operasi Frekuensi ruang operasi yang 

dipelihara (kali) 

1 1 2

Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Kesehatan 

Rumah Sakit

Frekuensi alat kesehatan yang 

dipelihara (kali)
1 1 4

Persentase Keselarasan 

Program Pusat dan daerah

100 950.042.250         100 865.127.048         100 748.073.050                  

Pengembangan Sistem Perencanaan 

Penganggaran dan Monev Program Kesehatan

Jumlah Jenis Dokumen 

Persiapan Perencanaan, 

Penganggaran dan Monitoring 

2 694.835.150         2 625.052.048         3 530.587.150                  

Penyediaan Sistem Informasi Kesehatan Daerah

Jumlah Dokumen Profil 

Kesehatan (jenis) 

1 255.207.100         1 240.075.000         1 217.485.900                  

Persentase puskesmas yang 

mempunyai minimal 5 tenaga 

kesehatan (%)

45 601.520.640         63,9 585.746.082         171.544.100                  

Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan di 

Sarana Pelayanan Kesehatan

Jumlah analisis dan 

rekomendasi kebutuhan 

tenaga kesehatan di NTB 

11 36.550.000           11 34.934.900           11 27.249.700                     

Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan termasuk 

pengembangan karir tenaga kesehatan

Jumlah SDM Kesehatan yang 

ditingkatkan kapasitasnya 

(orang)

500 564.970.640         708 550.811.182         500 144.294.400                  

Jumlah Tenaga Kesehatan 

yang mendapatkan pelatihan 

kesehatan

360 492 7

Persentase target pendapatan 100 -                               0 100 0

Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Persentase target pendapatan 100 100

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.210.065.536     2.917.735.155     2.266.949.143               

6.990.000              2.230.355              3.354.000                       Dikes 

Induk

4.000.000              4.000.000              RS Mata

704.600.000         565.496.918         703.070.293                  Dikes 

Induk

235.079.036         228.786.014         RS Mata

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 

listrik

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana 

rumah sakit/ rumah sakit jiwa/  rumah sakit paru-paru/  

rumah sakit mata

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ 

rumah sakit jiwa/  rumah sakit paru-paru/  rumah sakit 

mata

Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan 

Kesehatan

Program Sumber Daya Kesehatan

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Penyediaan Jasa Surat Menyurat



Target Rp Capaian Realisasi (Rp) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(4)

2019 2020 2021 2022 2023

Kondisi Kinerja pada 

akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran, Program (outcome) 

dan kegiatan (output)

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Penanggu

ng - jawab

Lokasi

76.622.500           71.202.000           116.352.000                  Dikes 

Induk

70.122.000           69.122.000           RS Mata

301.227.110         252.915.400         345.967.800                  Dikes 

Induk

770.382.000         754.429.219         RS Mata

49.227.700           40.425.650           34.971.100                     Dikes 

Induk

75.644.800           75.640.450           RS Mata

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 37.450.700           27.527.000           32.322.800                     Dikes 

Induk

Penyediaan komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan kantor

12.146.200           12.143.150           7.617.400                       Dikes 

Induk

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 179.724.942         173.015.000         474.725.000                  Dikes 

Induk

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 

perundang - undangan

16.566.073           13.800.000           14.280.000                     Dikes 

Induk

Penyediaan makanan dan minuman 40.000.000           30.864.500           18.915.000                     Dikes 

Induk

Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan 

Daerah

117.981.400         117.343.755         33.048.750                     Dikes 

Induk

Penyediaan jasa administrasi dan teknis 

perkantoran

451.309.480         418.052.444         468.800.000                  Dikes 

Induk

Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota

60.991.595           60.741.300           13.525.000                     Dikes 

Induk

3.645.747.600     3.381.505.031     292.201.798                  

Pembangunan Gedung kantor 3.171.325.000     2.996.420.000     -                                         Dikes 

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 112.975.000         82.000.000           55.997.000                     Dikes 

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 

dinas/operasional 305.050.000         252.495.531         188.871.798                  

Dikes 

Induk

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 

kantor 56.397.600           50.589.500           47.333.000                     

Dikes 

Induk

165.300.000         145.660.000         17.800.000                     

Pendidikan dan pelatihan formal

-                               -                               -                                         

Dikes 

Induk

Bimbingan teknis implementasi peraturan 

perundang-undangan 138.550.000         125.510.000         -                                         

Dikes 

Induk

Pembinaan mental dan fisik aparatur

26.750.000           20.150.000           17.800.000                     

Dikes 

Induk

29.450.000           29.450.000           26.325.000                     

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD

19.700.000           19.700.000           17.000.000                     Dikes 

Induk

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 9.750.000              9.750.000              9.325.000                       Dikes 

Induk

Penyusunan rencana kerja SKPD 72.653.320           72.650.500           45.775.000                     Dikes 

Induk

30.628.500           25.182.000           31.200.000                     

Peningkatan manajemen asset/barang milik 

daerah

30.628.500           25.182.000           31.200.000                     Dikes 

Induk

Pesentase ketersediaan obat 

dan perbekalan  kesehatan 

(Persen) 97 97 97 97

Seksi 

Farmasi

Persentase fasilitas pelayanan 

kesehatan yang menggunakan 

obat rasional (Persen)

100 100 100 100

Seksi 

Farmasi

Persentase Ketersediaan Data 

dan Informasi (Persen)

100 100 100 100

Datin 

Litbang

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan 

Daerah

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan 

Upaya Kesehatan Masyarakat

Penyediaan Jasa administrasi keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Program Peningkatan Sarana dan dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



Target Rp Capaian Realisasi (Rp) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(4)

2019 2020 2021 2022 2023

Kondisi Kinerja pada 

akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran, Program (outcome) 

dan kegiatan (output)

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Penanggu

ng - jawab

Lokasi

Persentase kab/kota 

melaksanakan layanan 

penyakit menular dan tidak 

menular sesuai standar 

minimal 80% (Persen)
80 90 100 100

Seksi 

Dalkit

Presetase Puskesmas Yang di 

Bina Mampu melaksanakan 

Pelaksanaan Pelayanan 

Kesehatan Keluarga (KIA, 

PKPR, PKRET, Lansia) sesuai 

Standar (Persen)
88,8 87 92,9 92,29

Seksi 

Kesga

Persentase Kabupaten/Kota 

yang melaksanakan 

Kesehatan Kerja dan 

Kesehatan Olah Raga (Persen)
20 30 50 50

Seksi 

Promkes

Persentase RS yang memenuhi 

sarana prasarana dan alat 

kesehatan yang sesuai standar 

(Persen)
65 75 80

Seksi 

Yankes 

Rujukan

Seksi SIK

Jumlah jenis obat dan BMHP 

yang diadakan (Jenis)

20 20 20 20 Seksi 

Farmasi

Dikes 

Yankes 

Rujukan

Jumlah Puskesmas yang 

memiliki Sarana, Prasarana 

dan Alat Kesehatan 

Memenuhi Syarat )umlah)

140 144 148 152 152 Seksi 

Yankes 

Primer

Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan 

Prasarana Pendukungnya

Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah  Gudang Alat dan 

Arsip Laboratorium yang di 

bangun (unit)

2 6.932.816.000        BLKPK

Pengembangan Rumah Sakit Tersedianya Fasiltas RS 

Mandalika (lokal)

1 2.500.000.000        Seksi 

Yankes 

Rujukan

Jumlah ruang yang 

dikembangkan (lokal)

4 548.544.000            4 4 12 RS Mata

Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Gedung  Laboratorium 

kesehatan yang dibangun 

(unit)

1 1 Labkes

Tersedianya Ruang 

Laboratorium  Kalibrasi dan 

Ruang Pencucian alat 

laboratorium (unit)

2 2 Labkes

Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan 

di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus 

Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis 

Telemedicine, dll)

Jumlah FKTP yang dibina agar 

memenuhi standar pelayanan 

kesehatan di DTPK 

(Fasyankes)

2 1 1 2 4 Seksi 

Yankes 

Primer

Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas 

Kesehatan Regional/Regional Maintainance 

Center

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan 

Lainnya 200.927.000            BLKPK

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana 

dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan 

UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi



Target Rp Capaian Realisasi (Rp) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(4)

2019 2020 2021 2022 2023

Kondisi Kinerja pada 

akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran, Program (outcome) 

dan kegiatan (output)

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Penanggu

ng - jawab

Lokasi

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 

Fasilitas Layanan Kesehatan

Jumlah Alat Kesehatan Yang 

diadakan (RS Mandalika) (PT)

0 1 52.277.364.000      1 Seksi 

Yankes 

Rujukan

Jumlah jenis alat kesehatan 

yang diadakan (jenis)

10 6.658.683.200        15 20 45 RS Mata

Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan Jumlah Ambulance & 

kendaraan Operasional  yang 

diadakan (RS Mandalika) 

(Unit)

1 43.700.000              1 Seksi 

Yankes 

Rujukan

Jumlah jenis obat yang 

diadakan (Jenis)

150 180 200 530 RS Mata

Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan 

Kesehatan

2.500.000.000        Dikes 

Induk

Jumlah Ambulance yang 

diadakan (unit) 1 6.198.544.000        0 0 1 RS Mata

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 74.750.000              BLKPK

Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, 

Handuk dan Habis Pakai Lainnya) 838.413.580            BLKPK

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat 

Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan

90.752.500              BLKPK

Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah 

Sakit

Jumlah jenis barang 

Laboratoium Rumah Sakit 

yang diadakan (Jenis)

1 5 7 13 RS Mata

Jumlah jenis barang instalasi 

CSSD, Gizi, Radiologi & 

Loundry RS yang diadakan 

(Jenis)

4 15 20 39 RS Mata

Jumlah jenis BMHP/AMHP 

yang diadakan (Jenis)

200 250 280 730 RS Mata

Jumlah jenis bahan logistik RS 

yang diadakan (Jenis)

5 8 10 23 RS Mata

Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

Jumlah jenis peralatan 

kesehatan yang dipelihara 

(jenis)

5 10 15 30 RS Mata

Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan Jumlah fasilitas pengelolaan 

limbah medis yang di pelihara 

(unit)

1 1 1 3 RS Mata

Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan 

Kesehatan

Jumlah ruang operasi yang 

dipelihara (lokal)

1 4 5 10 RS Mata

Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

Jumlah RMC yang dibina 

(Sarana)

3 4 3 10 Seksi 

Yankes 

Rujukan

Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan 

dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

Jenis obat dan perbekalan 

kesehatan buffer stock 

Provinsi yang di distribusikan 

ke Kab / Kota (jenis)

120 81.904.400              120 120 120 Seksi 

Farmasi

420.060.000            Seksi 

Farmasi

119.018.839            RS Mata

Jumlah fasilitas pelayanan 

kesehatan yang menggunakan 

obat rasional (Sarana)

20 20 20 20 Seksi 

Farmasi

Jumlah Laporan Riset 

Kesehatan (Dokumen)

1 1 1 Datin 

Litbang

Pesentase pelayanan 

kesehatan bagi orang yang 

terdampak dan beresiko pada 

situasi KLB (Persen)

100 100 100 100 Seksi 

Dalkit

Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman 

serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, 

UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi



Target Rp Capaian Realisasi (Rp) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(4)

2019 2020 2021 2022 2023

Kondisi Kinerja pada 

akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran, Program (outcome) 

dan kegiatan (output)

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Penanggu

ng - jawab

Lokasi

Persentase kab/kota 

melaksanakan layanan 

penyakit menular dan tidak 

menular sesuai standar 

minimal 80% (Persen)

80 90 100 100 Seksi 

Dalkit

Jumlah Puskesmas Yang 

Mendapatkan Pendampingan 

dan Pembinaan  Teknis 

Kesehatan Keluarga (KIA, 

PKPR, PKRET, Lansia) Sesuai 

Standar (Puskesmas)

90 115 140 345 Seksi 

Kesga

Jumlah Kab/Kota yang 

melaksanakan Kesehatan 

Kerja dan Kesehatan Olah 

Raga  (Kab/Kota)

2 3 5 5 Seksi 

Promkes

Seksi 

Yankes 

Primer

Seksi 

Yankes 

Rujukan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk 

Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana 

dan/atau Berpotensi Bencana

237.911.000            Seksi SIK

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk 

pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

201.370.300            Seksi SIK

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Jumlah Puskesmas Yang 

Mendapatkan Pembinaan dan 

Pendampingan Teknis 

Pelayanan Kesehatan Ibu dan 

Anak (Puskesmas)

30 683.261.200            40 50 120 Seksi 

Kesga

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Jumlah Puskesmas Yang 

Mendapatkan Pembinaan dan 

Pendampingan Teknis 

Pelayanan PKPR dan PKRET 

(Puskesmas)

30 904.674.600            40 50 120 Seksi 

Kesga

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Jumlah Puskesmas Yang 

Mendapatkan Pembinaan dan 

Pendampingan Teknis 

Pelayanan Santun Lansia 

(Puskesmas)

30 1.093.963.400        35 40 105 Seksi 

Kesga

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 

Olahraga

Jumlah Puskesmas yang 

dibina untuk melaksnakan 

Kesehatan Kerja dan 

Kesehatan Kerja Level 1 

(Puskesmas)

40 564.032.800            40 40 120 Seksi 

Promkes

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, 

Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional 

Lainnya

Jumlah Kab / Kota yang di 

bina standar pelayanan 

kesehtan tradisional, 

akupuntur, asuhan mandiri 

dan tradisional lainnya 

(Kab/Kota)

10 10 0 10 10 10 Seksi 

Yankes 

Primer

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular

Jumlah kab/kota 

melaksanakan layanan 

penyakit menular dan tidak 

menular sesuai standar 

minimal 80% (Layanan)

8 840.008.900            9 10 10 Seksi 

Dalkit

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Jumlah jamaah haji yang 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan (Orang)

4546 43.000.000              4996 4996 14538 Seksi 

Dalkit



Target Rp Capaian Realisasi (Rp) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(4)

2019 2020 2021 2022 2023

Kondisi Kinerja pada 

akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran, Program (outcome) 

dan kegiatan (output)

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Penanggu

ng - jawab

Lokasi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan 

Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Jumlah Puskesmas yang 

melaksanakan pelayanan 

kesehatan jiwa (Puskesmas)

131 222.923.800            151 171 171 Seksi 

Dalkit

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan 

Kecanduan NAPZA

Jumlah puskesmas yang 

melaksanakan pelayanan 

NAPZA (Puskesmas)

89 132.735.300            109 129 129 Seksi 

Dalkit

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus 3.225.000.000        Dikes 

Induk
Pengelolaan Surveilans Kesehatan 228.789.000            

Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM 

Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota

98.612.000              

Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan 

Kesehatan

Jumlah fasilitas pelayanan 

kesehatan yang menggunakan 

obat rasional. (Sarana)

20 343.810.400            20 20 20 Seksi 

Farmasi

Jumlah Dokumen pembinaan 

pelaksanaan upaya pelayanan 

kesehatan (Dokumen)

10 10 10 10 10 Seksi 

Yankes 

Primer

Jumlah Kab / Kota yang dibina 

dalam rangka (Kab/kota)

10 10 10.245.000              10 10 10 BLKPK

Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas 

untuk Registrasi Puskesmas

Jumlah Dokumen Verifikasi 

dan Penilaian Kelayakan 

Puskesmas untuk Registrasi 

Puskesmas (Dokumen)

1 1 59.000.000              1 1 1 Seksi 

Yankes 

Primer

Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh 

Kabupaten/Kota

319.810.400            

Operasional Pelayanan Rumah Sakit 3.000.000.000        Seksi 

Yankes 

Rujukan

Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan 

Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Jumlah Kab./Kota yang 

mempunyai PSC (Kab/Kota)

1 10 90.651.600              10 10 10 Seksi 

Yankes 

Rujukan

Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik Jumlah RS yang melaksanakan 

SISRUTE (RS)

24 86.314.800              32 39 39 Seksi 

Yankes 

Rujukan

Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit 

Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional

0

Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan 114.000.000            

Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pengelolaan Penelitian Kesehatan Jumlah Laporan Riset 

Kesehatan (Dokumen)

1 1 1 1 Datin 

Litbang

Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat 

Kesehatan Pasca Bencana

Jumlah dokumen hasil 

penilaian sarana prasarana 

dan alat kesehatan pasca 

bencana (Dokumen)

1 1 1 1 Seksi 

Yankes 

Primer

Jumlah Dokumen Profil 

Kesehatan Daerah (Dokumen)

1 1 1 1

Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Profil 

Kesehatan Daerah (Dokumen)

1 316.787.289            1 1 1 Datin 

Litbang

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah  Postingan pada 

website Dinas Kesehatan 

(Berita/Dok)

120 130 135 135 Datin 

Litbang

Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi 

Kesehatan dan Jaringan Internet

Jumlah Alat/Perangkat Sistem 

Informasi Kesehatan dan 

Jaringan Internet yang 

diadakan (T)

1 33.500.000              1 1 1 Datin 

Litbang

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara 

Terintegrasi

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi



Target Rp Capaian Realisasi (Rp) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(4)

2019 2020 2021 2022 2023

Kondisi Kinerja pada 

akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran, Program (outcome) 

dan kegiatan (output)

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Penanggu

ng - jawab

Lokasi

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak 

Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan

Jumlah Dokumen hasil 

pengawasan serta Tindak 

lanjut Perizinan Rumah Sakit 

Kelas B dan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

(Dokumen)

1 1 0 1 Seksi 

Yankes 

Rujukan

Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit Jumlah RS yang dibina 

tentang tata kelola Rumah 

Sakit (RS) 10

35 95.236.000              35 35 35 Seksi 

Yankes 

Rujukan

123.671.800            Seksi 

Yankes 

Rujukan

420.250.000            RS Mata

291.200.000            BLKPK

Persentase SDM Kesehatan 

yang ditingkatkan 

kapasitasnya (Persen)

2 2.5 3 3 Sesksi 

SDMK

Jumlah dokumen rencana 

pemenuhan minaml 5 Tenaga 

Kesehatan di pusk Provinsi 

NTB (Dokumen)

11 11 11 11 Sesksi 

SDMK

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan

Jumlah dokumen rencana 

pemenuhan minaml 5 Tenaga 

Kesehatan di pusk Provinsi 

NTB (Dokumen)

11 25.627.000              11 11 11 Sesksi 

SDMK

Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan

Jumlah dokumen rencana 

distribusi dan pemerataan 

minaml 5 Tenaga Kesehatan 

di Pusk Provinsi NTB 

(Dokumen)

11 78.140.000              11 11 11 Sesksi 

SDMK

Jumlah SDM Kesehatan yang 

ditingkatkan Kompetensinya 

(Orang)

500 500 500 500 Sesksi 

SDMK

Jumlah SDM Kesehatan yang 

ditingkatkan Kompetensinya 

(Orang)

500 557.213.500            500 500 500 Sesksi 

SDMK

38.195.000              BLKPK

Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya 

Manusia Kesehatan

Jumlah Dokumen Pembinaan 

dan Pengawasan Sumber 

Daya Manusia Kesehatan 

(Dokumen)

1 61.740.000              1 1 1 Seksi 

SDMK

Pesentase Sarana, Pruduksi 

dan Distribusi Kefarmasian 

dan Alat Kesehatan Yang 

Memenuhi Syarat (Persen)

30 40 50 50 Seksi 

Farmasi

Jumlah Sarana PBF Cabang 

dan Cabang PAK  yang dibina 

dan diawasi (Sarana)

10 10 13 13 Seksi 

Farmasi

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak 

Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan 

Cabang PAK

Jumlah Sarana PBF Cabang 

dan Cabang PAK  yang dibina 

dan diawasi (Sarana)

10 27.118.100              10 13 13 Seksi 

Farmasi

Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan 

Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis 

Elektronik

Jumlah Dokumen data  Sarana 

PBF Cabang dan Cabang PAK  

(Dokumen)

1 0 1 1 1 Seksi 

Farmasi

Jumlah Usaha Kecil Obat 

Tradisional  yang dibina dan 

diawasi (Sarana)

3 3 3 3 Seksi 

Farmasi

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak 

Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat 

Tradisional

Jumlah Usaha Kecil Obat 

Tradisional  yang dibina dan 

diawasi (Sarana)

3 5.063.100                3 3 3 Seksi 

Farmasi

Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber 

Daya Manusia Kesehatan

Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan 

Minuman

Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) 

Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)

Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional

Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

Kesehatan

Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi 

Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat 

Daerah Provinsi 



Target Rp Capaian Realisasi (Rp) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(4)

2019 2020 2021 2022 2023

Kondisi Kinerja pada 

akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran, Program (outcome) 

dan kegiatan (output)

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Penanggu

ng - jawab

Lokasi

Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan 

Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis 

Elektronik

Jumlah Dokumen data  Usaha 

Kecil Obat Tradisional 

(Dokumen)

1 0 1 1 1 Seksi 

Farmasi

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

333.404.600            Dikes 

Induk

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 16.065.000              Dikes 

Induk

Koordinasi dan Penyusunan Dokuumen 

Perubahan RKA-SKPD

9.950.000                Dikes 

Induk

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 9.190.000                Dikes 

Induk

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 13.660.000              Dikes 

Induk

20.245.000              

Dikes 

Induk

1.122.000                BLKPK

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 58.800.000              Dikes 

Induk

27.714.619.870      Dikes 

Induk

2.528.032.587        RS Mata

1.523.826.293        BLKPK

1.476.486.248        BAPELKES

88.401.800              Dikes 

Induk

50.057.020              BLKPK

8.315.000                BAPELKES

3.270.300                Dikes 

Induk

1.040.600                BLKPK

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian 

Barang Milik Daerah pada SKPD

50.801.500              Dikes 

Induk

10.024.000              Dikes 

Induk

6.073.650                BLKPK

369.648.800            Dikes 

Induk

88.000.000              RS Mata

18.669.640              BLKPK

29.830.000              Dikes 

Induk

11.600.000              BLKPK

20.160.000              BAPELKES

19.998.100              Dikes 

Induk

49.414.160              BLKPK

15.900.000              BAPELKES

7.200.000                Dikes 

Induk

7.920.000                BLKPK

7.200.000                BAPELKES

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Peyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang - undangan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Tunjangan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 

Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah



Target Rp Capaian Realisasi (Rp) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(4)

2019 2020 2021 2022 2023

Kondisi Kinerja pada 

akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran, Program (outcome) 

dan kegiatan (output)

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Penanggu

ng - jawab

Lokasi

Penyediaan Bahan/Material 14.009.600              BLKPK

101.605.000            Dikes 

Induk

53.750.000              RS Mata

18.299.420              BLKPK

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan

349.800.000            

BLKPK

58.726.700              Dikes 

Induk

6.754.660                BLKPK

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.926.119.040        BLKPK

998.544.000            

RS Induk

758.066.800            BLKPK

4.705.000                Dikes 

Induk

5.042.000                BLKPK

4.690.000                BAPELKES

376.533.800            Dikes 

Induk

329.988.000            RS Mata

263.100.000            BLKPK

74.400.000              BAPELKES

895.700.000            Dikes 

Induk

1.140.000.000        RS Mata

656.118.560            BLKPK

540.772.750            BAPELKES

244.150.000            

Dikes 

Induk

54.373.000              BLKPK

30.000.000              Dikes 

Induk

20.350.000              BLKPK

22.345.000              

BAPELKES

Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 18.315.000              BLKPK

Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

312.000.000            

RS Mata

4.800.000                

Dikes 

Induk

6.480.000                BAPELKES

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 9.275.500.000        RS Mata

Terwujudnya Peningkatan status gizi masyarakat yang optimal

Menurunnya Prevalensi Wasting

Persentase balita stunting (%) 33,49 32,49 8.376.763.584     25,5 6.950.357.937     31,49 13.037.104.391            

Jumlah jenis obat atau bahan 

penanggulangan masalah gizi 

yang diadakan (jenis)

2 8.033.113.584     2 6.614.772.937     3 12.981.424.391            

Peningkatan Pelayanan BLUD

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Penanggulangan Masalah Gizi Masyarakat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Pengadaan Mebel

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat



Target Rp Capaian Realisasi (Rp) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(4)

2019 2020 2021 2022 2023

Kondisi Kinerja pada 

akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran, Program (outcome) 

dan kegiatan (output)

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Penanggu

ng - jawab

Lokasi

Jumlah sekolah yang 

mendapatkan penyuluhan 

kesehatan reproduksi remaja 

& TTD dalam rangka 

mensukseskan program GEN 

2025 (sekolah)

100 343.650.000         166 335.585.000         100 55.680.000                     

Persentase Posyandu Aktif (%)

55 738.765.000         61,3 647.201.500         60 1.709.283.200               

Jenis media promosi 

kesehatan yang 

dikembangkan di posyandu 

(jenis)

2 42.900.000           2 42.750.000           2 -                                         

Jumlah Kader yang 

disertifikasi dan Petugas 

Kab/Kota yang di TOT 

Posyandu (orang)

2560 629.865.000         2560 541.171.500         2560 1.709.283.200               

Jumlah Puskesmas yang 

dibina dalam penerapan Desa 

Siaga, PHBS dan Posyandu 

Keluarga (puskesmas) 

20 66.000.000           20 63.280.000           0 -                                         

Persentase Tempat-tempat 

Umum yang Memenuhi Syarat 

(%)

76 159.700.000         75,64 154.950.000         80 584.983.399                  

Peningkatan Penggunaan Air Bersih Jumlah sumber air bersih yang 

ditingkatkan kualitasnya 

(lokasi)

90 33.000.000           70 31.640.000           100 87.425.099                     

Jumlah tempat tempat umum 

yang dibina (pasar)

19 126.700.000         20 123.310.000         30 497.558.300                  

Persentase Balita 

Underweight (Persen)

12,81 10,81 8,81 8,81 Seksi Gisi

Persentase Posyandu Aktif 

(Persen)

70 75 80 80 Seksi 

Promkes

Jumlah Kabupaten / Kota yang 

mendapatkan distrbibusi obat  

Gizi dan PMT,  dan TTD  

(Kabupaten/Kota)

10 10 10 10 Seksi Gisi

Jumlah Kab/Kota yang 

melaksanakan surveilans gizi 

terstandar (Kab/Kota)

10 10 10 10 Seksi Gisi

Jumlah Posyandu yang 

diaktifkan (Posyandu)

371 377 383 1131 Seksi 

Promkes

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 

Masyarakat

Jumlah jenis obat atau bahan 

penanggungan masalah gizi 

yang diadakan  (Jenis)

3 9.301.008.834        3 3 3 Seksi Gisi

Jumlah Sekolah yang 

diberikan Penyuluhan 

kesehatan reproduksi dan TTD 

dalam mensukseskan program 

GEN (Sekolah)

100 150 200 450 Seksi Gisi

Jumlah Kabupaten / Kota yang 

Melaksanakan Surveilans Gizi 

Terstandar (kab/kota)

10 10 10 10 Seksi Gisi

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Kader yang terlatih 

dan bersertifikat, (Kader)

5261 592.862.300            1855 1855 8971 Seksi 

Promkes

Jumlah Petugas 

Kabupaten/Kota dan 

Puskesmas yang diorientasi 

(Orang)

90 280 90 460 Seksi 

Promkes

Pengembangan upaya kesehatan bersumber 

masyarakat

Peningkatan dan pengembangan Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Peningkatan Sarana Tempat-Tempat Umum Yang 

Memenuhi Syarat Kesehatan

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan 

Upaya Kesehatan Masyarakat

Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, 

UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian 

Keluarga Sadar Gizi

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat

Pengembangan media promosi dan informasi sadar 

hidup sehat



Target Rp Capaian Realisasi (Rp) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(4)

2019 2020 2021 2022 2023

Kondisi Kinerja pada 

akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran, Program (outcome) 

dan kegiatan (output)

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Penanggu

ng - jawab

Lokasi

Jumlah Puskesmas yang 

dibina Pengembangan 

Posyandu Keluarga 

(Puskesmas)

20 30 40 90 Seksi 

Promkes

Persentase Kab/Kota yang 

melaksanakan Germas 

(Persen)

50 70 100 100 Seksi 

Promkes

Jumlah Kab/Kota yang 

memiliki Kebijakan Germas 

(Kab/Kota)

5 7 10 10 Seksi 

Promkes

Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, 

Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran 

Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat 

Daerah Provinsi

Jumlah Kab/Kota yang 

difasilitasi penyusunan 

Regulasi Kebijakan Germas 

(Kab/Kota)

5 1.037.025.250        7 10 10 Seksi 

Promkes

Jumlah Saluran Media yang 

digunakan dalam 

penyebarluasan informasi 

Kesehatan (Jenis)

4 5 6 6 Seksi 

Promkes

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat

Jumlah Jenis Media Promosi 

Kesehatan yang dicetak (Jenis)

6 63.999.000              7 8 8 Seksi 

Promkes

Persentase Kabupaten/Kota 

yang dibina Germas dan PHBS 

dan UKBM (Persen)

100 100 100 100 Seksi 

Promkes

Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM Jumlah Puskesmas yang 

Dibina Germas dan PHBS 

(Puskesmas)

20 127.000.000            30 40 90 Seksi 

Promkes

Jumlah Puskesmas yang 

Dibina UKBM (Puskesmas)

20 30 40 90 Seksi 

Promkes

Terwujudnya Peningkatan jaminan kesehatan bagi masyarakat

Meningkatnya Kepesertaan JKN PBI

Cakupan kepesertaan JKN (%) 73 170.740.800         84 160.799.900         77 39.950.741.312,50      

Jumlah Penderita Katarak 

yang di operasi (orang)

500 500 RS MATA

Jumlah Pengelola Program 

JKN Kab/Kota yang di bina 

(org)

30 170.740.800         30 160.799.900         30 39.950.741.312,50      SEKSI 

MUTU 

DAN JKN

Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 43.617.208.900      SEKSI 

MUTU 

DAN JKN

Terwujudnya Peningkatan Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak

Meningkatnya kualitas penyehatan lingkungan

Proporsi rumah tangga 

dengan akses sanitasi layak 

(%)

72,62 1.914.804.000     75,02 1.811.147.400     3.204.742.682               

Jumlah penambahan KK yang 

menggunakan jamban (rumah 

tangga)

58932 1.818.000.000     38375 1.716.897.400     2.796.600.000               

Jumlah kelompok wirausaha 

sanitasi yang bina (kelompok)

40 96.804.000           38 94.250.000           408.142.682                  

Persentase kualitas 

lingkungan yang memenuhi 

syarat sesuai standar (Persen)

94 97 100 100 Seksi PLProgram Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan 

Upaya Kesehatan Masyarakat

Dukungan pelaksanaan pelayanan kesehatan 

penduduk miskin dan JKN

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan 

Upaya Kesehatan Masyarakat

Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, 

UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Program Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar

Peningkatan penggunaan jamban keluarga

Peningkatan sarana sanitasi melalui pemberdayaan 

masyarakat

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan 

Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat 

Daerah Provinsi

Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 

perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka 

Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 

Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 

Provinsi

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

Pelayanan Operasi Katarak



Target Rp Capaian Realisasi (Rp) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(4)

2019 2020 2021 2022 2023

Kondisi Kinerja pada 

akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, 

Sasaran, Program (outcome) 

dan kegiatan (output)

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Penanggu

ng - jawab

Lokasi

Jumlah sarana air bersih yang 

ditingkatkan kualitasnya 

(lokasi)

130 150 150 150 Seksi PL

Jumlah 

Desa/Kelurahan/Kec/Kab/Kot

a Basno 

(Desa/Kel,Kec/Kab/Kota)

800 950 1137 1137 Seksi PL

Jumlah Kab/Kota Sehat 

(Kab/Kota)

2 3 4 10 Seksi PL

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah sarana air bersih yang 

ditingkatkan kualitasnya 

(lokasi)

130 3.644.234.400        150 150 530 Seksi PL

Jumlah Kelompok wirausaha 

sanitasi yang dibina 

(kelompok)

10 10 10 75 Seksi PL

Jumlah Keluarga 

Menggunakan  Jamban (KK)

51000 52000 47175 150175 Seksi PL

Jumlah TTU yang memenuhi 

syarat kesehatan (Pasar Sehat, 

sarana pendidkan, Hotel dan 

Sarana Tempat Ibadah) 

(lokasi)

30 35 40 132 Seksi PL

Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, 

UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi


